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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Pemerintah 

Kabupaten Merangin menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Merangin 

Tahun 2025 (Audited) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah serta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Bupati Merangin sebagai Pemegang Kekuasan 

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. 

 Pemerintah Kabupaten Merangin selaku entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Finansial yang terdiri dari Neraca, 

Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Penyusunan LKPD Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor                     

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor               

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah serta perubahannya, Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin serta kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan 

disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, 

akurat, dan akuntabel. 

Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Merangin menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Merangin akan terus berupaya untuk dapat menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, pedoman bagi manajemen dalam pengambilan 

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

serta sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi 

pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin.  

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih. 

 

BUPATI MERANGIN, 

 

 

H. M. SYUKUR, S.H., M.H. 

 

 

KATA PENGANTAR
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ADD : Alokasi Dana Desa 
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku 
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan 
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
APIP : Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
ASN : Aparatur Sipil Negara 
ATK : Alat Tulis Kantor 
B : Baik 
B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun 
Bansos : Bantuan Sosial 
BAPERTARUM : Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil  
BAST : Berita Acara Serah Terima 

BBN-KB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
BHP : Bahan Habis Pakai 
BKS : Bangun, Kelola, Serah 
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah 
BMD : Barang Milik Daerah 
BOK : Bantuan Operasional Kesehatan 
BOP : Bantuan Operasional Pendidikan 
BOS : Bantuan Operasional Sekolah 
BOT : Build, Operate and Transfer 
BPHTB : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 
BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
BPS : Badan Pusat Statistik 
BSK : Bangun, Serah, Kelola 
BTO : Build, Transfer and Operate 
BUD : Bendahara Umum Daerah 
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah 
BUMN : Badan Usaha Milik Negara 
CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan 
COVID-19 : Corona Virus Disease 2019 
DAK : Dana Alokasi Khusus 
DAU : Dana Alokasi Umum 
DBH : Dana Bagi Hasil 
DED : Detail Engineering Design 
DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
DTU : Dana Transfer Umum 
FIFO : First In First Out 
FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
FR : Fix Rate 

Ha : Hektare 
HLS : Harapan Lama Sekolah 
IMB : Izin Mendirikan Bangunan 
IPKI : Izin Perluasan Kawasan Industri 
IPM : Indeks Pembangunan Manusia 
IPUI : Izin Perluasan Usaha Industri 
IUI : Izin Usaha Industri 
IUKI : Izin Usaha Kawasan Industri 
JKN : Jaminan Kesehatan Nasional 
KAT : Komunitas Adat Terpencil 
KB : Keluarga Berencana 
KDH : Kepala Daerah 
KDP : Konstruksi Dalam Pengerjaan 
KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran 
KPKNL : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

DAFTAR SINGKATAN
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KSP : Kerja Sama Pemanfaatan 

KUPA : Kebijakan Umum Perubahan APBD 
KUPEM : Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
LAK : Laporan Arus Kas 
LAKIP : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan 
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
LO : Laporan Operasional 
LPE : Laporan Perubahan Ekuitas 
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi 
LPSAL : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
LRA : Laporan Realisasi Anggaran 
LS : Langsung 
MHA : Masyarakat Hukum Adat 
OPD : Organisasi Perangkat Daerah 
PA : Pengguna Anggaran 

PAD : Pendapatan Asli Daerah 
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini 
PBB-KB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
PBB-P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
PBJT : Pajak Barang dan Jasa Tertentu 
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto 
Perda : Peraturan Daerah 
Pergub : Peraturan Gubernur 
Permen PUPR : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Permendikbud : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan 
Permensos : Peraturan Menteri Sosial 
PFK : Perhitungan Fihak Ketiga 
PHA : Pengarusutamaan Hak Anak 
P-IRT : Pangan Industri Rumah Tangga 
PJU : Penerangan Jalan Umum 
PKB : Penyuluh Keluarga Berencana 
PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
PLN : Perusahaan Listrik Negara 
PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
PNS : Pegawai Negeri Sipil 
PP : Peraturan Pemerintah 
PP : Peraturan Pemerintah 
PPh : Pajak Penghasilan 
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen 
PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
PPK-SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
PPLH : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
PPN : Pajak Pertambahan Nilai 

PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
PSBDT : Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih 
PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan 
PUG : Pengarusutamaan Gender 
Q-to-Q : Quarter to Quarter 
RB : Rusak Berat 
RDI : Rekening Dana Investasi 
Renja : Rencana Kerja 
RKA : Rencana Kerja Anggaran 
RKP : Rencana Kerja Pemerintah 
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
RKUD : Rekening Kas Umum Daerah 
RKUD : Rekening Kas Umum Daerah 
RKUN : Rekening Kas Umum Negara 
RLS : Rata-rata Lama Sekolah 
RPD : Rencana Pembangunan Daerah 
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RPD : Rekening Pinjaman Daerah 

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
RR : Rusak Ringan 
RRTR : Rencana Rinci Tata Ruang 
RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah 
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 
SAL : Saldo Anggaran Lebih 
SAP : Standar Akuntasi Pemerintahan 
SBI : Sertifikat Bank Indonesia 
SD : Sekolah Dasar 
SDA : Sumber Daya Alam 
SDA : Sumber Daya Malaysia 
SDG : Sumber Daya Genetik 
SDM : Sumber Daya Manusia 
SIDUGA : Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga 

SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran 
SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
SIMBADA : Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 
SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
SK : Surat Keputusan 
SKB : Sanggar Kegiatan Belajar 
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah 
SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
SKTJM : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 
SMP : Sekolah Menengah Pertama 
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 
SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum 
SPM : Standar Pelayaman Minimal 
SPN : Sertifikat Perbendaharaan Negara 
SUN : Surat Utang Negara 
TA : Tahun Anggaran 
TASPEN : Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 
TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi 
TP/TGR : Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka 
UHH : Umur Harapan Hidup 
UKBM : Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
UKM : Usaha Kecil dan Menengah 
UKM : Upaya Kesehatan Masyarakat 
UKP : Upaya Kesehatan Perseorangan 
UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
UMOT : Usaha Mikro Obat Tradisional  
UNDP  : United Nations Development Programme 
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah 
UU : Undang-Undang 

UYHD : Uang Yang Harus Disetor 
VR : Variable Rate 
WP : Wajib Pajak 
WR : Wajib Retribusi 
WS : Wilayah Sungai 
Y-on-Y : Year On Year 



1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN-LRA V.1.1 1.520.662.520.655,00 1.495.935.534.731,86 98,37 1.459.275.923.665,51

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-

LRA

V.1.1.1 154.535.139.644,00 161.721.143.020,86 104,65 94.830.759.645,51

Pajak Daerah-LRA V.1.1.1.a 65.980.000.000,00 69.178.393.386,15 104,85 32.240.409.337,40

Retribusi Daerah-LRA V.1.1.1.b 64.937.212.855,00 62.161.042.215,00 95,72 23.555.443.977,67

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan-LRA

V.1.1.1.c 8.057.977.542,00 8.057.977.542,88 100,00 7.488.236.682,97

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA V.1.1.1.d 15.559.949.247,00 22.323.729.876,83 143,47 31.546.669.647,47

PENDAPATAN TRANSFER-LRA V.1.1.2 1.348.589.041.011,00 1.320.790.100.155,00 97,94 1.352.003.997.917,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-

LRA

V.1.1.2.a 1.239.042.152.340,00 1.219.831.472.591,00 98,45 1.280.081.569.300,00

Dana Perimbangan-LRA V.1.1.2.a.1 0,00 0,00 - 1.092.319.944.300,00

Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA V.1.1.2.a.2 135.497.652.000,00 131.023.743.300,00 96,70 108.840.848.250,00

Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA V.1.1.2.a.3 702.899.200.200,00 700.219.590.362,00 99,62 732.006.415.432,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA V.1.1.2.a.4 230.972.654.140,00 228.682.833.387,00 99,01 251.472.680.618,00

Dana Desa-LRA V.1.1.2.a.5 169.672.646.000,00 159.905.305.542,00 94,24 174.932.338.000,00

Insentif Fiskal-LRA V.1.1.2.a.6 0,00 0,00 - 12.829.287.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA V.1.1.2.b 109.546.888.671,00 100.958.627.564,00 92,16 71.922.428.617,00

Pendapatan Bagi Hasil-LRA V.1.1.2.b.1 71.796.888.671,00 71.808.627.564,00 100,02 64.272.428.617,00

Bantuan Keuangan-LRA V.1.1.2.b.2 37.750.000.000,00 29.150.000.000,00 77,22 7.650.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH-LRA

V.1.1.3 17.538.340.000,00 13.424.291.556,00 76,54 12.441.166.103,00

Pendapatan Hibah-LRA 0,00 0,00 - 0,00

Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan-LRA

17.538.340.000,00 13.424.291.556,00 76,54 12.441.166.103,00

BELANJA V.1.2 1.602.356.191.471,00 1.439.530.978.836,65 89,84 1.454.773.168.270,96

BELANJA OPERASI V.1.2.1 1.128.945.037.716,00 1.002.863.149.846,65 88,83 996.592.669.538,96

Belanja Pegawai V.1.2.1.a 761.945.050.847,00 669.341.181.348,00 87,85 591.839.454.626,00

Belanja Barang dan Jasa V.1.2.1.b 332.390.476.677,00 299.311.910.309,65 90,05 336.876.303.542,96

Belanja Subsidi V.1.2.1.c 547.105.000,00 547.048.150,00 99,99 0,00

Belanja Hibah V.1.2.1.d 34.062.405.192,00 33.663.010.039,00 98,83 67.876.911.370,00

BELANJA MODAL V.1.2.2 173.594.632.883,00 158.284.986.902,00 91,18 193.627.335.532,00

Belanja Modal Tanah V.1.2.2.a 0,00 0,00 - 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin V.1.2.2.b 37.115.050.316,00 29.284.803.352,00 78,90 43.409.708.584,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan V.1.2.2.c 64.445.508.721,00 61.498.571.947,00 95,43 62.655.071.883,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi V.1.2.2.d 66.664.032.526,00 62.235.254.237,00 93,36 83.315.634.140,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya V.1.2.2.e 5.330.041.320,00 5.227.396.366,00 98,07 3.837.445.925,00

Belanja Modal Aset Lainnya V.1.2.2.f 40.000.000,00 38.961.000,00 97,40 409.475.000,00

BELANJA TIDAK TERDUGA V.1.2.3 4.256.212.782,00 1.557.055.984,00 36,58 52.802.850,00

Belanja Tidak Terduga 4.256.212.782,00 1.557.055.984,00 36,58 52.802.850,00

BELANJA TRANSFER V.1.2.4 295.560.308.090,00 276.825.786.104,00 93,66 264.500.360.350,00

Belanja Bagi Hasil V.1.2.4.a 7.412.127.400,00 6.644.945.872,00 89,65 3.911.348.550,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 6.598.000.000,00 6.042.275.234,00 91,58 3.118.300.000,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 814.127.400,00 602.670.638,00 74,03 793.048.550,00

Belanja Bantuan Keuangan V.1.2.4.b 288.148.180.690,00 270.180.840.232,00 93,76 260.589.011.800,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah 

Provinsi atau Kabupaten kepada Desa
288.148.180.690,00 270.180.840.232,00 93,76 260.589.011.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (81.693.670.816,00) 56.404.555.895,21 169,04 4.502.755.394,55

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN CATATAN  ANGGARAN 2025  REALISASI 2025 %  REALISASI 2024 



1 2 3 4 5 6

URAIAN CATATAN  ANGGARAN 2025  REALISASI 2025 %  REALISASI 2024 

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN V.1.3.1 81.693.670.816,00 81.693.670.814,85 100,00 79.190.915.420,30

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya

81.693.670.816,00 81.693.670.814,85 100,00 79.190.915.420,30

Koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya

0,00 0,00 - 0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN V.1.3.2 0,00 0,00 - 2.000.000.000,00

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah 

Daerah

0,00 0,00 - 2.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO V.1.3 81.693.670.816,00 81.693.670.814,85 100,00 77.190.915.420,30

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

(SILPA)

V.1.4 0,00 138.098.226.710,06 - 81.693.670.814,85

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

BUPATI MERANGIN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



1 2 3 4 5

1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL V.2.1 81.693.670.814,85 79.190.915.420,30

2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN V.2.2 81.693.670.814,85 79.190.915.420,30

3. SUB TOTAL (1-2) 0,00 0,00

4. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) V.2.3 138.098.226.710,06 81.693.670.814,85

5. SUB TOTAL (3+4) 138.098.226.710,06 81.693.670.814,85

6. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA V.2.4 0,00 0,00

7. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN (5+6) V.2.5 138.098.226.710,06 81.693.670.814,85

No URAIAN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

 
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

 2024 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

BUPATI MERANGIN

CATATAN  2025 



1 3 4

ASET V.3.1

ASET LANCAR V.3.1.1

Kas di Kas Daerah V.3.1.1.a 129.677.358.737,54 76.377.716.309,34

Kas di Bendahara Penerimaan V.3.1.1.b 4.245.000,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran V.3.1.1.c 0,00 0,00

Kas di Bendahara BLUD V.3.1.1.d 93.621.105,81 64.373.633,58

Kas di Bendahara BOSP V.3.1.1.e 332.604.435,81 309.264.500,00

Kas di Bendahara FKTP V.3.1.1.f 112.072.972,90 100.772.939,93

Kas di Bendahara BOK V.3.1.1.g 7.878.324.458,00 4.841.543.432,00

Kas Lainnya V.3.1.1.h 15.834.159,00 139.881.736,75

Piutang Pajak Daerah V.3.1.1.i 29.738.045.966,63 29.464.838.433,78

Piutang Retribusi Daerah V.3.1.1.j 13.465.880.190,00 12.518.491.490,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan V.3.1.1.k 0,00 8.057.977.542,88

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah V.3.1.1.l 117.915.800,00 17.081.584,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat V.3.1.1.m 95.267.967.000,00 57.524.339.000,00

Piutang Transfer Antar Daerah V.3.1.1.n 19.928.424.853,00 36.024.269.071,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah V.3.1.1.o 5.400.000,00 26.946.345,00

Piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa V.3.1.1.p 298.493.100,00 0,00

Penyisihan Piutang V.3.1.1.q (26.127.642.010,68) (23.019.277.718,03)

Beban Dibayar Dimuka V.3.1.1.r 200.822.855,18 176.667.199,13

Persediaan V.3.1.1.s 12.857.315.426,29 9.311.160.053,02

JUMLAH ASET LANCAR 283.866.684.049,48 211.936.045.552,38

INVESTASI JANGKA PANJANG V.3.1.2

Investasi Non Permanen V.3.1.2.a 0,00 0,00

Investasi Permanen V.3.1.2.b 66.197.585.514,97 66.174.727.599,93

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 66.197.585.514,97 66.174.727.599,93

ASET TETAP V.3.1.3

Tanah V.3.1.3.a 78.157.066.441,80 79.782.393.666,80

Peralatan dan Mesin V.3.1.3.b 680.098.801.477,63 657.856.868.750,23

Gedung dan Bangunan V.3.1.3.c 1.206.127.487.167,39 1.135.345.606.228,58

Jalan, Jaringan, dan Irigasi V.3.1.3.d 2.621.675.731.056,34 2.550.731.027.153,88

Aset Tetap Lainnya V.3.1.3.e 89.938.486.814,00 84.813.629.548,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan V.3.1.3.f 15.638.946.948,00 16.527.791.282,00

Akumulasi Penyusutan V.3.1.3.g (2.540.452.155.617,85) (2.359.766.955.185,12)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (593.160.650.575,30) (560.337.654.584,11)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (298.691.886.778,37) (275.962.031.884,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi (1.646.069.703.838,22) (1.521.100.471.828,35)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (2.529.914.425,96) (2.366.796.888,66)

JUMLAH ASET TETAP 2.151.184.364.287,31 2.165.290.361.444,37

PROPERTI INVESTASI V.3.1.4

Properti Investasi 2.436.374.316,00 818.735.791,00

Properti Investasi Tanah 2.205.713.316,00 580.386.091,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan 384.435.000,00 384.435.000,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan (153.774.000,00) (146.085.300,00)

JUMLAH PROPERTI INVESTASI 2.436.374.316,00 818.735.791,00

ASET LAINNYA V.3.1.5

Tagihan Jangka Panjang V.3.1.5.a 9.996.345,00 0,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 9.996.345,00 0,00

Aset Tidak Berwujud V.3.1.5.b 428.836.640,00 583.737.960,00

Aset Tidak Berwujud 4.267.088.915,00 4.227.447.915,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (3.838.252.275,00) (3.643.709.955,00)

Aset Lain-Lain V.3.1.5.c 102.350.329.426,08 100.892.474.676,90

Aset Lain-Lain 104.183.384.197,49 102.400.048.588,26

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (1.833.054.771,41) (1.507.573.911,36)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) V.3.1.5.d 0,00 5.564.440.000,00

JUMLAH ASET LAINNYA 102.789.162.411,08 107.040.652.636,90

JUMLAH ASET 2.606.474.170.578,84 2.551.260.523.024,58

 

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN CATATAN  2025  2024 



1 3 4

URAIAN CATATAN  2025  2024 

KEWAJIBAN V.3.2

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK V.3.2.1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) V.3.2.1.a 15.834.159,00 293.695,00

Pendapatan Diterima Dimuka V.3.2.1.b 256.050.081,85 213.480.860,42

Utang Belanja V.3.2.1.c 23.344.800.633,72 35.759.870.315,00

Utang Jangka Pendek Lainnya V.3.2.1.d 0,00 1.565.155.984,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 23.616.684.874,57 37.538.800.854,42

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG V.3.2.2

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 23.616.684.874,57 37.538.800.854,42

EKUITAS V.3.3

Ekuitas 2.582.857.485.704,27 2.513.721.722.170,16

JUMLAH EKUITAS 2.582.857.485.704,27 2.513.721.722.170,16

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.606.474.170.578,84 2.551.260.523.024,58

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

BUPATI MERANGIN



1 3 4

PENDAPATAN-LO V.4.1 1.358.995.376.816,01 1.406.480.718.847,41

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO V.4.1.1 161.539.786.106,53 109.493.758.353,45

Pajak Daerah-LO V.4.1.1.a 69.429.234.051,98 35.231.508.288,04

Retribusi Daerah-LO V.4.1.1.b 63.088.228.560,59 52.005.294.850,22

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO V.4.1.1.c 8.057.977.542,88 15.546.214.225,85

Lain-Lain PAD yang SAH-LO V.4.1.1.d 20.964.345.951,08 6.710.740.989,34

PENDAPATAN TRANSFER-LO V.4.1.2 1.150.326.238.395,00 1.218.682.565.679,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO V.4.1.2.a 1.092.113.455.049,00 1.137.077.335.300,00

Dana Perimbangan - LO V.4.1.2.a.1 0,00 1.124.248.048.300,00

Dana Bagi Hasil (DBH)-LO V.4.1.2.a.2 163.202.931.300,00 140.777.052.250,00

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO V.4.1.2.a.3 700.227.690.362,00 732.006.415.432,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO V.4.1.2.a.4 228.682.833.387,00 251.464.580.618,00

Insentif Fiskal-LO V.4.1.2.a.5 0,00 12.829.287.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO V.4.1.2.b 58.212.783.346,00 81.605.230.379,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO V.4.1.2.b.1 56.012.783.346,00 79.405.230.379,00

Bantuan Keuangan-LO V.4.1.2.b.2 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO V.4.1.3 47.129.352.314,48 78.304.394.814,96

Pendapatan Hibah-LO V.4.1.3.a 33.705.060.758,48 65.863.228.711,96

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-

LO

V.4.1.3.b 13.424.291.556,00 12.441.166.103,00

BEBAN V.4.2 1.277.729.996.236,24 1.290.693.984.204,94

BEBAN OPERASI V.4.2.1 1.186.448.764.481,52 1.207.275.961.854,94

Beban Pegawai V.4.2.1.a 651.718.554.603,00 596.200.078.309,00

Beban Barang V.4.2.1.b 88.943.152.690,44 98.146.113.978,14

Beban Jasa V.4.2.1.c 161.205.973.110,60 164.574.327.678,98

Beban Pemeliharaan V.4.2.1.d 7.478.343.488,00 12.819.542.746,00

Beban Perjalanan Dinas V.4.2.1.e 51.216.324.359,00 71.402.409.322,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat

V.4.2.1.f 2.844.227.765,00 7.021.586.410,00

Beban Subsidi V.4.2.1.g 547.048.150,00 0,00

Beban Hibah V.4.2.1.h 34.551.457.723,66 67.910.443.090,50

Beban Penyisihan Piutang V.4.2.1.i 3.813.105.849,16 3.032.774.621,07

Beban Penyusutan dan Amortisasi V.4.2.1.j 184.130.576.742,66 186.168.685.699,25

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 38.185.974.742,75 44.322.106.781,89

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 22.797.464.160,58 21.600.216.411,40

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 122.430.418.686,42 119.692.135.061,03

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 163.117.537,30 161.240.397,24

Beban Penyusutan Aset Properti Investasi 7.688.700,00 7.688.728,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya 351.370.595,61 200.222.999,69

Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud 194.542.320,00 185.075.320,00

BEBAN TRANSFER V.4.2.2 91.281.231.754,72 83.418.022.350,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa 6.917.839.338,62 3.118.300.000,00

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa 737.857.726,10 793.048.550,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 83.625.534.690,00 79.506.673.800,00

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL V.4.3 81.265.380.579,77 115.786.734.642,47

SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL V.4.4

SURPLUS NON OPERASIONAL 965.388.451,81 307.802.250,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO 942.530.536,77 307.802.250,00

Surplus Kenaikan Nilai Investasi-LO 22.857.915,04 0,00

DEFISIT NON OPERASIONAL (1.559.220.892,92) (1.777.404.251,07)

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (79.379.616,68) (109.245.566,90)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO (1.479.841.276,24) (1.668.158.684,17)

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL (593.832.441,11) (1.469.602.001,07)

 

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN CATATAN  2025  2024 



1 3 4

URAIAN CATATAN  2025  2024 

POS LUAR BIASA V.4.5

Pendapatan Luar Biasa-LO V.4.5.1 0,00 0,00

Beban Tak Terduga V.4.5.2 0,00 52.802.850,00

POS LUAR BIASA 0,00 (52.802.850,00)

SURPLUS / (DEFISIT)-LO V.4.6 80.671.548.138,66 114.264.329.791,40

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

BUPATI MERANGIN



1 3 4

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI V.5.1

ARUS  MASUK KAS V.5.1.1

Penerimaan Pajak Daerah 69.178.393.386,15 32.240.409.337,40

Penerimaan Retribusi Daerah 62.161.042.215,00 23.517.013.977,67

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.057.977.542,88 7.488.236.682,97

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.098.784.776,83 31.233.277.147,47

Penerimaan Dana Bagi Hasil 131.023.743.300,00 108.840.848.250,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum 700.219.590.362,00 732.006.415.432,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus 228.682.833.387,00 251.464.580.618,00

Penerimaan Dana Desa 159.905.305.542,00 174.932.338.000,00

Penerimaan Insentif Fiskal 0,00 12.829.287.000,00

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 71.808.627.564,00 64.272.428.617,00

Penerimaan Bantuan Keuangan 29.150.000.000,00 7.650.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 13.424.291.556,00 12.441.166.103,00

JUMLAH ARUS MASUK KAS 1.494.710.589.631,86 1.458.916.001.165,51

ARUS  KELUAR KAS V.5.1.2

Pembayaran Pegawai 669.341.181.348,00 591.839.454.626,00

Pembayaran Barang dan Jasa 299.311.910.309,65 336.876.303.542,96

Pembayaran Subsidi 547.048.150,00 0,00

Pembayaran Hibah 33.663.010.039,00 67.876.911.370,00

Pembayaran Tak Terduga 1.557.055.984,00 52.802.850,00

Pembayaran Bagi Hasil Pajak 6.042.275.234,00 3.118.300.000,00

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 602.670.638,00 793.048.550,00

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 270.180.840.232,00 260.589.011.800,00

JUMLAH ARUS  KELUAR KAS 1.281.245.991.934,65 1.261.145.832.738,96

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 213.464.597.697,21 197.770.168.426,55

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI V.5.2

ARUS MASUK KAS V.5.2.1

Penjualan atas Peralatan dan Mesin 1.171.300.100,00 313.392.500,00

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya 46.865.000,00 38.430.000,00

Penjualan atas Aset Lainnya 6.780.000,00 0,00

JUMLAH ARUS  MASUK KAS 1.224.945.100,00 351.822.500,00

ARUS  KELUAR KAS V.5.2.2

Perolehan Tanah 0,00 0,00

Perolehan Peralatan dan Mesin 29.284.803.352,00 43.409.708.584,00

Perolehan Gedung dan Bangunan 61.498.571.947,00 62.655.071.883,00

Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 62.235.254.237,00 83.315.634.140,00

Perolehan Aset Tetap Lainnya 5.227.396.366,00 3.837.445.925,00

Perolehan Aset Lainnya 38.961.000,00 409.475.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 2.000.000.000,00

JUMLAH ARUS  KELUAR KAS 158.284.986.902,00 195.627.335.532,00

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (157.060.041.802,00) (195.275.513.032,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN V.5.3

ARUS MASUK KAS

     Pinjaman 0,00 0,00

JUMLAH ARUS  MASUK KAS 0,00 0,00

ARUS  KELUAR KAS

     Pembayaran Pokok Pinjaman 0,00 0,00

JUMLAH ARUS  KELUAR KAS 0,00 0,00

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN 0,00 0,00

 
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN CATATAN  2025  2024 



1 3 4

URAIAN CATATAN  2025  2024 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS V.5.4

ARUS  MASUK KAS V.5.4.1

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 97.925.120.870,62 110.317.171.616,59

Transfer dari SKPD 0,00 8.100.000,00

JUMLAH ARUS MASUK KAS 97.925.120.870,62 110.325.271.616,59

ARUS  KELUAR KAS V.5.4.2

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 97.909.580.406,62 110.317.219.561,59

Transfer ke SKPD 0,00 0,00

JUMLAH ARUS  KELUAR KAS 97.909.580.406,62 110.317.219.561,59

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 15.540.464,00 8.052.055,00

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE V.5.5 56.420.096.359,21 2.502.707.449,55

SALDO AWAL KAS V.5.6 81.693.964.509,85 79.191.257.060,30

KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA V.5.7 0,00 0,00

SALDO AKHIR KAS V.5.8 138.114.060.869,06 81.693.964.509,85

1. SALDO AKHIR KAS DI BUD 129.677.358.737,54 76.377.716.309,34

2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN 4.245.000,00 0,00

3. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 0,00 0,00

4. KAS DI BENDAHARA BLUD 93.621.105,81 64.373.633,58

5. KAS DI BENDAHARA BOSP 332.604.435,81 309.264.500,00

6. KAS DI BENDAHARA FKTP 112.072.972,90 100.772.939,93

7. KAS DI BENDAHARA BOK 7.878.324.458,00 4.841.543.432,00

8. KAS LAINNYA 15.834.159,00 293.695,00

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

BUPATI MERANGIN



1 3 4

EKUITAS AWAL V.6.1 2.513.721.722.170,16 2.501.117.152.106,14

SURPLUS / (DEFISIT)-LO V.6.2 80.671.548.138,66       114.264.329.791,40

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : V.6.3 (11.535.784.604,55)     (101.659.759.727,38)

Koreksi Nilai Persediaan 2.806.908.649,87 654.047.943,50               

Koreksi Ekuitas Lainnya (14.342.693.254,42)         (102.313.807.670,88)        

EKUITAS AKHIR V.6.4 2.582.857.485.704,27 2.513.721.722.170,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

 

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN CATATAN  2025  2024 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 
 

I-1 

 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
TAHUN 2025 

 

PENDAHULUAN  
 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen formal 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode 

pelaporan. LKPD menyajikan informasi mengenai realisasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, 

kinerja operasional, serta arus kas pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPD disusun untuk menyediakan 

informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan sebagai dasar penilaian atas 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi dalam LKPD digunakan untuk membandingkan 

antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, menilai kondisi keuangan 

daerah, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan pemerintah daerah dan 

dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan, tuntutan terhadap kualitas tata kelola dan 

akuntabilitas keuangan daerah semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Merangin melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

penyajian LKPD melalui penyajian informasi yang lebih lengkap mengenai aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan, beban, serta arus kas. Basis akrual memungkinkan penyajian informasi keuangan secara 

lebih sistematis dan konsisten sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun LKPD dengan 

mengacu pada prinsip objektivitas, kelengkapan pengungkapan, dan keterbandingan informasi. 

Penyusunan LKPD dimaksudkan untuk menyajikan kondisi keuangan daerah secara wajar sesuai dengan 

SAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Merangin diawali dengan proses perencanaan 

pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2026, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Proses perencanaan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target 

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Merangin TA 2025. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten 
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Merangin tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Merangin Nomor 1 Tahun 2025. RPJMD tersebut disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2025–2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 

RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk menjamin kesinambungan 

pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan 

pemerintah daerah. RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah serta 

penganggaran tahunan. 

APBD Kabupaten Merangin TA 2025 ditetapkan secara bersama antara Pemerintah Kabupaten 

Merangin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagai dasar pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan APBD dilaksanakan dengan menerapkan prinsip anggaran 

berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan 

keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut 

menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Merangin 

menyusun dan menyampaikan LKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan 

Keuangan. LKPD disampaikan setiap akhir tahun anggaran sebagai bagian dari mekanisme 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. 

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  

Penyusunan LKPD Kabupaten Merangin merupakan wujud pertanggungjawaban Bupati Merangin 

atas pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan selama TA 2025. LKPD 

disusun sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maksud penyusunan LKPD Kabupaten Merangin adalah untuk: 

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin TA 2025 sebagai bahan 

evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah; 

2. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 

TA 2025, khususnya dari aspek keuangan; 

3. Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara 

ringkas, andal, dan dapat dibandingkan; 

4. Menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran APBD pada tahun anggaran 

berikutnya; 

5. Memenuhi kewajiban konstitusional dan yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Mewujudkan akuntabilitas publik dan transparansi atas pengelolaan sumber daya keuangan 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
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Tujuan penyusunan LKPD Kabupaten Merangin adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik 

serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelolanya. 

Secara khusus, LKPD bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai: 

1. Posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas; 

2. Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan; 

3. Realisasi anggaran yang mencerminkan tingkat ketaatan terhadap APBD yang telah ditetapkan; 

4. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 

5. Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang; 

6. Cara entitas pelaporan membiayai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya; dan 

7. Potensi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di masa 

mendatang. 

LKPD juga menyajikan informasi mengenai indikasi kesesuaian perolehan dan penggunaan sumber 

daya ekonomi dengan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 

batasan anggaran yang telah disetujui oleh DPRD. 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi 

berbagai kelompok pengguna, yang meliputi:  

1. Masyarakat; 

2. Para Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa; 

3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan 

4. Pemerintah. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi yang mencakup: 

1. Aset; 

2. Kewajiban; 

3. Ekuitas; 

4. Pendapatan-LRA; 

5. Belanja; 

6. Pembiayaan; 

7. Pendapatan-LO; dan 

8. Beban. 

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pengelolaan 

keuangan daerah, LKPD disajikan bersama dengan informasi tambahan berupa laporan 

nonkeuangan dan indikator kinerja sesuai dengan ketentuan SAP. 

I.2. Kedudukan dan Bentuk Hukum Entitas 

I.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis 

Kabupaten Merangin terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang secara geografis berada di 

antara 101032’39”-102038’35” Bujur Timur dan antara 1039’23”-2046’9” Lintang Selatan. Luas 

Kabupaten Merangin 7.679 km² atau sekitar 15,31% dari wilayah Provinsi Jambi. Secara 

administratif, Kabupaten Merangin berbatasan dengan Kabupaten Bungo di sebelah utara, 

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo di sebelah timur, Kabupaten Kerinci dan Provinsi 

Bengkulu di sebelah barat, serta Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu di sebelah 

selatan. Ibukota Kabupaten Merangin berkedudukan di Bangko, dengan jarak sekitar 260 km 

dari Kota Jambi dan sekitar 315 km dari Pelabuhan Samudera Muara Sabak, yang menunjukkan 

posisi wilayah dengan karakteristik aksesibilitas darat jarak menengah hingga jauh. 

Wilayah Kabupaten Merangin memiliki kondisi topografis yang bervariasi, terdiri atas dataran 

rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 hingga 1.206 meter 
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di atas permukaan laut. Kondisi iklim dipengaruhi oleh perbedaan topografi, dengan curah hujan 

yang relatif tinggi dan suhu udara rata-rata sekitar 30°C di wilayah dataran rendah. Berdasarkan 

proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2025 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, jumlah 

penduduk tercatat sebanyak 373.409 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,36%. Struktur 

ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan 

Perikanan, yang menandai karakteristik sosial ekonomi daerah berbasis sektor primer. 

I.2.2 Bentuk Hukum Entitas 

Kabupaten Merangin memiliki keterkaitan historis dengan pembentukan pemerintahan di 

wilayah Sumatera. Berdasarkan keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera 

di Bukittinggi pada tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946, wilayah Jambi 

merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya, melalui Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1958, dibentuk Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, 

Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Seiring pembentukan provinsi tersebut, 

Kabupaten Merangin dibentuk dengan wilayah yang pada saat itu meliputi wilayah Kabupaten 

Merangin, Sarolangun, serta Bungo dan Tebo, dengan ibukota di Bangko.  

Dalam perkembangannya, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin sempat dipindahkan ke 

Muara Bungo, sebelum akhirnya ditetapkan kembali di Bangko setelah pembentukan Kabupaten 

Sarolangun Bangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965. Selanjutnya, melalui 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wilayah Kabupaten 

Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi Kabupaten Sarolangun dengan ibukota di Sarolangun 

dan Kabupaten Merangin dengan ibukota di Bangko. Keberadaan Kabupaten Merangin sebagai 

daerah otonom diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 

tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, yang menegaskan Bangko sebagai ibukota 

kabupaten. 

Kabupaten Merangin terdiri dari 24 Kecamatan, 205 desa dan 10 kelurahan, dengan rincian:  

Tabel I.1.  Rincian Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Merangin 

No. Kecamatan Desa/Kelurahan  

1. Kecamatan Jangkat 11 Desa 

2. Kecamatan Jangkat Timur 14 Desa 

3. Kecamatan Muara Siau 17 Desa 

4. Kecamatan Lembah Masurai 15 Desa 

5. Kecamatan Tiang Pumpung 6 Desa 

6. Kecamatan Pamenang 13 Desa dan 1 Kelurahan 

7. Kecamatan Pamenang Barat 8 Desa 

8. Kecamatan Renah Pamenang 4 Desa 

9. Kecamatan Pamenang Selatan 4 Desa 

10. Kecamatan Bangko 4 Desa dan 4 Kelurahan 

11. Kecamatan Bangko Barat 6 Desa 

12. Kecamatan Nalo Tantan 7 Desa 

13. Kecamatan Batang Masumai 10 Desa 

14. Kecamatan Sungai Manau 10 Desa 

15. Kecamatan Renah Pembarap 12 Desa 

16. Kecamatan Pangkalan Jambu 8 Desa 

17. Kecamatan Tabir 6 Desa dan 5 Kelurahan 

18. Kecamatan Tabir Ulu 6 Desa 

19. Kecamatan Tabir Selatan 8 Desa 

20. Kecamatan Tabir Ilir 7 Desa 

21. Kecamatan Tabir Timur 4 Desa 

22. Kecamatan Tabir Lintas 5 Desa 
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No. Kecamatan Desa/Kelurahan  

23. Kecamatan Margo Tabir 6 Desa 

24. Kecamatan Tabir Barat 14 Desa 

Jumlah 205 Desa dan 10 Kelurahan 

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka 2025 

I.3. Kelembagaan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta 

Organisasi Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 

Badan Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Rumah 

Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pembentukan dan susunan perangkat 

daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dengan berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Pemerintah Kabupaten Merangin menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan 

kewenangan daerah yang meliputi: 

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terbagi atas 6 bidang urusan yaitu (1) 

Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat dan (6) Sosial. 

2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terbagi atas 18 bidang urusan 

yaitu (1) Tenaga Kerja; (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Pangan; (4) 

Pertanahan; (5) Lingkungan Hidup; (6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; (7) 

Pemberdayaan Masyarakat Desa; (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) 

Perhubungan; (10) Komunikasi dan Informatika; (11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

(12) Penanaman Modal; (13) Kepemudaan dan Olah Raga; (14) Statistik; (15) Persandian; (16) 

Kebudayaan; (17) Perpustakaan dan (18) Kearsipan. 

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, terbagi atas 6 bidang urusan yaitu (1) Kelautan dan Perikanan; 

(2) Pariwisata; (3) Pertanian; (4) Perdagangan; (5) Perindustrian dan (6) Transmigrasi. 

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terbagi atas 2 bidang urusan yaitu (1) Sekretariat 

Daerah; dan (2) Sekretariat DPRD. 

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terbagi atas 5 bidang urusan yaitu (1) Perencanaan; 

(2) Keuangan; (3) Kepegawaian; (4) Pendidikan dan Pelatihan; dan (5) Penelitian dan 

Pengembangan. 

6. Unsur Pengawasaan Urusan Pemerintahan dalam bidang urusan Inspektorat Daerah. 

7. Unsur Kewilayahan dalam bidang urusan Kecamatan dan Kelurahan. 

8. Unsur Pemerintahan Umum dalam bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bertindak 

sebagai entitas akuntansi yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah 

Pemerintah Kabupaten Merangin yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, 

Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023, serta kebijakan akuntansi daerah yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022. 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin hingga tahun 2025 adalah sebagai 

berikut: 
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1. Sekretariat Daerah; 

2. Sekretariat DPRD; 

3. Inspektorat Kabupaten; 

4. Badan Daerah sebanyak 7 unit yaitu : 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

e. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 

f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; 

g. Badan Penelitian dan Pengembangan; 

5. Dinas Daerah sebanyak 21 Unit yaitu: 

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

g. Dinas Ketahanan Pangan; 

h. Dinas Lingkungan Hidup; 

i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

l. Dinas Perhubungan; 

m. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; 

o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

p. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 

q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 

r. Dinas Perikanan; 

s. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

t. Dinas Peternakan dan Perkebunan; 

u. Satuan Polisi Pamong Praja; 

6. Kantor Kecamatan sebanyak 24 Unit yaitu: 

a. Kantor Camat Bangko; 

b. Kantor Camat Tabir; 

c. Kantor Camat Sungai Manau; 

d. Kantor Camat Pamenang; 

e. Kantor Camat Muara Siau; 

f. Kantor Camat Jangkat; 

g. Kantor Camat Tabir Ulu; 

h. Kantor Camat Tabir Selatan; 

i. Kantor Camat Lembah Masurai; 

j. Kantor Camat Bangko Barat; 

k. Kantor Camat Batang Masumai; 

l. Kantor Camat Nalo Tantan; 

m. Kantor Camat Tabir Ilir; 

n. Kantor Camat Tabir Timur; 

o. Kantor Camat Renah Pembarap; 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 
 

I-7 

 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 

p. Kantor Camat Pangkalan Jambu; 

q. Kantor Camat Jangkat Timur; 

r. Kantor Camat Pamenang Barat;  

s. Kantor Camat Renah Pamenang; 

t. Kantor Camat Tabir Lintas; 

u. Kantor Camat Tabir Barat; 

v. Kantor Camat Camat Pamenang Selatan; 

w. Kantor Camat Margo Tabir; dan  

x. Kantor Camat Tiang Pumpung; 

7. BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko. 

I.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Kegiatan Operasional 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin berlandaskan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pemerintahan daerah, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6516); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 173); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3); 

11. Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten 

Merangin Tahun 2022 Nomor 100); 

Secara teknis dan operasional, penyusunan laporan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan 

SAP dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur pada: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6960); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang 

Milik/Kekayaan Negara dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka 

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 9502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6794); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
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Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga 

atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 

Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Merangin Tahun 2024 Nomor 10);  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 10); 

26. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15); 

27. Peraturan Bupati Merangin Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Merangin Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Merangin Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Merangin Tahun 2025 Nomor 12); 

28. Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Merangin Nomor 25 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin 

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 

2025 Nomor 25). 

 

I.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

I.5.1. Unsur Laporan Keuangan 

LKPD terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial (financial 

reports), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran meliputi 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). 

Laporan finansial meliputi Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang memberikan penjelasan lebih 

lanjut atas pos-pos yang disajikan dalam laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, 

serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD. 

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2025 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh 

entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Merangin, yang terdiri atas SKPKD, SKPD, dan BLUD, 

dengan komponen laporan sebagai berikut: 
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1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

LRA menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan 

Daerah. Informasi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 

Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal bersumber dari LRA SKPD. 

Sementara itu, informasi realisasi Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah, Belanja Subsidi, Belanja Tidak Terduga, serta Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan 

pengeluaran) bersumber dari LRA SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).  

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 

LPSAL menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

selama periode pelaporan yang terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. 

3. Neraca 

Neraca menyajikan informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca SKPD 

menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Properti Investasi, Kewajiban, dan Ekuitas. 

Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca 

SKPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Properti Investasi, Kewajiban, 

dan Ekuitas. 

4. Laporan Operasional (LO) 

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yang 

meliputi Pendapatan-LO, Beban Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional, 

Pos Luar Biasa, serta Surplus/Defisit-LO, dengan penyajian yang disandingkan dengan periode 

sebelumnya. 

5. Laporan Arus Kas (LAK) 

LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh SKPKD 

selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang meliputi Ekuitas awal, 

Surplus/Defisit-LO, Koreksi, dan Ekuitas akhir. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

CaLK menyajikan penjelasan dan rincian atas nilai akun yang disajikan dalam LRA, LPSAL, 

Neraca, LO, LAK, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2025 disusun berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan 

SKPD, Laporan Keuangan BLUD, dan Laporan Keuangan SKPKD (BUD). 

 

I.5.2. Kebijakan Akuntansi 

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013, serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Merangin. Terhadap akun-akun yang belum diatur dalam peraturan bupati tersebut, kebijakan 

akuntansi yang diterapkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

kaidah akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. 

 

I.5.3. Penyusunan Laporan Keuangan 

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa 

pendekatan sebagai berikut: 
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1. LKPD disusun oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi laporan keuangan SKPD selaku 

entitas akuntansi sesuai Pasal 189 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. LKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk 

disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sesuai Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 

3. LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan kompilasi laporan seluruh entitas akuntansi, 

termasuk SKPKD. LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang 

dikelola oleh SKPKD selaku BUD, termasuk transaksi yang tidak melalui Rekening Kas Daerah 

namun telah disahkan oleh BUD. LPSAL disusun oleh PPKD berdasarkan SAL awal, 

SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. 

4. Kepala SKPD selaku entitas akuntansi menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada 

BPKAD guna digabungkan menjadi LKPD. Penyusunan dilakukan melalui aplikasi SIPD, 

termasuk rekonsiliasi dan penyesuaian Aset Tetap berdasarkan hasil rekonsiliasi antara 

pengurus barang, bendahara pengeluaran, dan BPKAD. 

5. RSUD Kol. Abundjani Bangko selain sebagai unit SKPD pada Dinas Kesehatan juga merupakan 

UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan menyusun laporan keuangan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. Kepala BPKAD selaku PPKD dan Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun Laporan 

Keuangan SKPD, LPSAL, dan LAK. 

7. LKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan transaksi pelaksanaan APBD TA 2025 yang dicatat 

melalui SIPD dan disajikan setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian. 

8. Reviu atas LKPD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Merangin selaku APIP sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

9. LKPD Tahun 2025 tidak mencakup entitas BUMD, namun penyertaan modal pemerintah 

daerah disajikan sebagai investasi dan dijelaskan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan 

Perusahaan Daerah. 

 

I.6. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

CaLK Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I.  Pendahuluan: 

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan; 

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; 

I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan 

I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Bab II.  Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja 

APBD: 

II.1. Ekonomi Makro; 

II.2. Kebijakan Keuangan; dan 

II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD. 

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan: 

III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan; dan 

III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja. 
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Bab IV. Kebijakan Akuntansi: 

IV.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah; 

IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; 

IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; dan 

IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan: 

V.1. Penjelasan Akun-Akun LRA; 

V.2. Penjelasan Akun-Akun LPSAL; 

V.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca; 

V.4. Penjelasan Akun-Akun LO; 

V.5. Penjelasan Akun-Akun LAK; dan 

V.6. Penjelasan Akun-Akun LPE. 

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan: 

Bab VII. Penutup 
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EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD  

 

II.1 Ekonomi Makro 

Kebijakan otonomi daerah merupakan bagian dari kerangka penyelenggaraan pemerintahan 

negara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

pelaksanaannya, otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta kualitas pelayanan publik sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan daerah. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan 

keuangan daerah memegang peranan penting melalui kebijakan fiskal daerah yang tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan fiskal daerah tersebut 

dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi perekonomian makro, kapasitas fiskal daerah, serta 

arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, guna menjaga kesinambungan fiskal dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 

Sehubungan dengan proses penyusunan APBD Kabupaten Merangin TA 2025, terdapat beberapa 

faktor utama yang mempengaruhi arah kebijakan anggaran daerah, yaitu: (1) asumsi dasar 

ekonomi makro yang digunakan sebagai referensi perencanaan anggaran, antara lain pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat inflasi; (2) kebijakan fiskal serta langkah administratif pemerintah daerah dari 

sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah; serta (3) ketentuan peraturan perundang-

undangan, kebijakan nasional, dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi pedoman 

dalam perencanaan dan penganggaran daerah. 

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjutan”. Sasaran pembangunan nasional tersebut digunakan sebagai referensi makro dalam 

perumusan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah, dengan tetap memperhatikan 

kondisi sosial ekonomi, kewenangan pemerintahan, serta kapasitas fiskal Kabupaten Merangin. 

Penjabaran sasaran nasional ke dalam kebijakan dan program daerah dilakukan secara selektif dan 

proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu, 

pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 telah ditetapkan sasaran pembangunan 

yang harus dicapai, antara lain:  

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,89-73,15; 

2. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,92%-5,35%;  

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,90%-4,08%;  

4. Rasio Gini sebesar 0,23-0,33; dan 

5. Persentase Penduduk Miskin sebesar 7,38%-7,96%. 

Data statistik yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Merangin Tahun 

2025 bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, antara lain Kabupaten Merangin Dalam 

Angka 2025 (No. Katalog: 1102001.1502, No. Publikasi: 15020.25001), Provinsi Jambi Dalam 

Angka 2025 (No. Katalog: 1102001.15, No. Publikasi: 15000.25003), serta data pendukung lainnya 

yang dipublikasikan melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jambi, dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Namun data yang diperoleh 

terbatas sampai dengan tahun 2024. 
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Berikut ini penjelasan mengenai beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang secara umum dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

II.1.1 PDRB dan Perkembangannya 

Pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Merangin memerlukan dukungan data statistik 

yang andal sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi sekaligus sebagai alat evaluasi 

capaian pembangunan. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk tujuan tersebut 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun 

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang 

terlepas dari pengaruh perubahan harga, sedangkan PDRB ADHB menggambarkan 

perkembangan nilai ekonomi nominal. Kedua indikator tersebut digunakan secara 

komplementer untuk menilai dinamika perekonomian daerah. 

Berdasarkan hasil penghitungan sementara Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, nilai 

PDRB ADHK meningkat dari Rp11.552,99 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp12.078,18 miliar 

pada tahun 2024, yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55%. Sementara 

itu, PDRB ADHB meningkat sebesar 13,08%, dari Rp22.525,57 miliar pada tahun 2023 menjadi 

Rp25.472,37 miliar pada tahun 2024. Perkembangan PDRB Kabupaten Merangin dalam lima 

tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif pasca perlambatan ekonomi pada masa 

pandemi COVID-19 tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi secara bertahap kembali 

meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan 2023, meskipun pada tahun 2024 

terjadi perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Tabel II.1.  PDRB, Laju Pertumbuhan dan Indeks Perkembangan Kabupaten Merangin Tahun 

2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 

2010 

 (dalam miliar rupiah) 

Tahun 

ADHB ADHK 

PDRB 
Laju 

Pertumbuhan 

Indeks 

Perkembangan 
PDRB 

Laju 

Pertumbuhan 

Indeks 

Perkembangan 

2020  15.670,88  2,50% 2,69  9.863,65  0,78% 1,69 

2021  17.837,35  13,82% 3,06  10.380,35  5,24% 1,78 

2022  20.284,59  13,72% 3,48  10.973,63  5,72% 1,88 

2023*  22.525,57  11,05% 3,86  11.552,99  5,28% 1,98 

2024**  25.472,37  13,08% 4,37  12.078,18  4,55% 2,07 

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 
*)  Angka Sementara  **)  Angka Sangat Sementara 

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2024 terutama didorong 

oleh kinerja sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,14%, diikuti 

sektor Jasa Pendidikan sebesar 13,50% serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 

dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,10%. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

ekonomi tahun 2023 sebesar 5,28%, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami 

perlambatan sebesar 0,73%. Namun demikian, berdasarkan data ketenagakerjaan dan sosial, 

pada periode yang sama tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,18% dan tingkat 

kemiskinan sebesar 8,40%, yang menunjukkan dinamika sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor selain pertumbuhan ekonomi semata. 

Pada tahun 2024, nilai PDRB ADHB Kabupaten Merangin mencapai Rp25.472,37 miliar. Dengan 

menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar, yaitu sebesar Rp5.829,19 miliar, PDRB ADHB 

tercatat berkembang sebesar 4,37 kali selama periode 2010–2024. Sementara itu, PDRB ADHK 

pada tahun 2024 mencapai Rp12.078,18 miliar atau meningkat sebesar 2,07 kali dibandingkan 

tahun dasar 2010, sebagaimana Grafik berikut: 
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Grafik II.1.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 

Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 

 (dalam miliar rupiah) 

 
Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 

*)  Angka Sementara **)  Angka Sangat Sementara 

 

II.1.2 Struktur Ekonomi 

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) memberikan 

gambaran mengenai peranan relatif masing-masing sektor ekonomi dalam pembentukan nilai 

tambah regional serta indikasi perubahan struktur ekonomi nominal dari waktu ke waktu. 

Selama periode 2020–2024, struktur perekonomian Kabupaten Merangin secara konsisten 

didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 

Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; serta Konstruksi. Keempat lapangan 

usaha tersebut secara kumulatif menyumbang lebih dari tiga perempat total PDRB Kabupaten 

Merangin. 

Pada tahun 2024, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi 

terbesar terhadap PDRB Kabupaten Merangin, yakni sebesar 52,65%, meningkat dibandingkan 

kontribusi sebesar 47,07% pada tahun 2020. Peningkatan peranan sektor ini menunjukkan 

semakin besarnya kontribusi kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pertanian dalam 

struktur perekonomian daerah. 

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran menempati urutan kedua dengan kontribusi 

sebesar 12,88% pada tahun 2024, relatif stabil namun cenderung menurun dibandingkan tahun 

2020 sebesar 13,02%. Selanjutnya, kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan tercatat 

sebesar 7,52%, relatif meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 7,39%. Adapun lapangan 

usaha Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 5,51% pada tahun 2024, menurun 

dibandingkan kontribusi sebesar 6,81% pada tahun 2020. Perkembangan tersebut 

menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan 

cenderung mengalami peningkatan peranan dalam struktur PDRB ADHB, sementara sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan 

penurunan peranan relatif. 
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Tabel II.2.  Distribusi PDRB Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) Tahun 

2020-2024 

 (dalam persen) 

No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** 

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  47,07   49,35   50,53   51,01   52,65  

B. Pertambangan dan Penggalian  2,60   2,54   2,62   2,27   2,17  

C. Industri Pengolahan  7,39   7,58   7,76   7,85   7,52  

D. Pengadaan Listrik dan Gas  0,07   0,07   0,07   0,07   0,07  

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang  0,19   0,18   0,16   0,16   0,15  

F. Konstruksi  6,81   6,63   6,04   5,87   5,51  

G. Perdagangan Besar dan Eceran  13,02   12,34   12,69   13,32   12,88  

H. Transportasi dan Pergudangan  1,61   1,59   1,71   1,79   1,70  

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  1,99   1,87   1,78   1,76   1,72  

J. Informasi dan Komunikasi  4,76   4,35   4,04   3,88   3,67  

K. Jasa Keuangan dan Asuransi  1,51   1,47   1,38   1,27   1,17  

L. Real Estat  2,17   2,03   2,01   1,89   1,74  

M,N. Jasa Perusahaan  0,13   0,12   0,13   0,15   0,14  

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

 4,54   4,03   3,54   3,34   3,44  

P. Jasa Pendidikan  3,43   3,19   3,04   2,89   2,99  

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  1,48   1,55   1,38   1,36   1,38  

R,S,T,U. Jasa Lainnya  1,21   1,11   1,10   1,12   1,10  

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 
*)  Angka Sementara  **)  Angka Sangat Sementara 

Peningkatan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan antara lain berkaitan 

dengan dinamika produksi komoditas unggulan daerah, seperti kelapa sawit dan tanaman 

pangan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan penurunan produksi beberapa komoditas 

perkebunan lainnya. Sementara itu, perkembangan sektor Konstruksi sangat dipengaruhi oleh 

realisasi program pembangunan fisik dan belanja modal pemerintah, yang menunjukkan 

pemulihan aktivitas pasca pandemi, namun belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan 

peranan relatif sektor tersebut terhadap PDRB. 

Grafik II.2.  Struktur Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2024** 

 (dalam persen) 

  
Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 

**)  Angka Sangat Sementara 
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II.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Merangin tahun 2024 sebesar 4,55% 

menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap tumbuh secara positif, meskipun mengalami 

perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dinamika pertumbuhan tersebut dipengaruhi 

oleh kinerja sektoral yang beragam, baik dari sisi laju pertumbuhan maupun besaran 

kontribusinya terhadap PDRB. Sejumlah lapangan usaha mencatatkan laju pertumbuhan yang 

relatif tinggi pada tahun 2024, antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (14,14%), Jasa 

Pendidikan (13,50%), serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 

(13,10%). Namun demikian, sektor-sektor tersebut memiliki pangsa yang relatif kecil dalam 

struktur PDRB, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat masih 

terbatas. 

Di sisi lain, lapangan usaha dengan pangsa besar terhadap PDRB, khususnya Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan (2,77%) serta Industri Pengolahan (1,91%), menunjukkan laju 

pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi salah satu 

faktor utama yang menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin 

pada tahun 2024. 

Tabel II.3.  Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 

 (dalam persen) 

No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** 

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  1,74   4,85   6,63   5,12   2,77  

B. Pertambangan dan Penggalian  2,43   11,24   10,14   (12,11)  3,75  

C. Industri Pengolahan  (0,88)  5,88   4,39   7,94   1,91  

D. Pengadaan Listrik dan Gas  5,16   5,20   6,34   12,91   5,45  

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

 4,67   5,95   3,60   0,36   0,05  

F. Konstruksi  0,65   7,11   (0,79)  4,49   4,40  

G. Perdagangan Besar dan Eceran  (3,16)  5,63   7,53   9,22   7,05  

H. Transportasi dan Pergudangan  (2,45)  8,45   11,89   6,06   5,80  

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  (5,47)  5,60   5,92   8,57   7,78  

J. Informasi dan Komunikasi  7,73   2,68   7,07   7,10   6,22  

K. Jasa Keuangan dan Asuransi  4,84   5,77   (0,50)  (0,72)  0,52  

L. Real Estat  (0,57)  4,84   6,56   2,50   2,50  

M,N. Jasa Perusahaan  (4,72)  2,88   10,81   19,77   2,13  

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial 
Wajib 

 (3,77)  0,76   (0,22)  3,77   13,10  

P. Jasa Pendidikan  2,92   2,98   4,93   3,31   13,50  

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  6,37   14,78   (0,28)  5,67   14,14  

R,S,T,U. Jasa Lainnya  (3,28)  3,68   7,72   4,57   7,61  

Produk Domestik Regional Bruto  0,78   5,24   5,72   5,28   4,55  

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 
*)  Angka Sementara **)  Angka Sangat Sementara 

Dengan struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor primer, pertumbuhan 

ekonomi daerah relatif sensitif terhadap dinamika sektor-sektor berbasis sumber daya alam. 

Oleh karena itu, penguatan sektor-sektor bernilai tambah tinggi serta diversifikasi struktur 

ekonomi menjadi penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah dalam 

jangka menengah dan panjang. 

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin selama periode 2020–2024 

menunjukkan dinamika yang sejalan dengan kondisi perekonomian regional dan nasional. Pada 

tahun 2020, perekonomian Kabupaten Merangin masih mencatatkan pertumbuhan positif 

sebesar 0,78%, sementara perekonomian Provinsi Jambi dan nasional mengalami kontraksi. 

Kondisi ini mencerminkan ketahanan struktur perekonomian daerah terhadap tekanan ekonomi 

pada masa pandemi COVID-19. 
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Pada periode pemulihan ekonomi tahun 2021 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Merangin secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jambi. Namun demikian, 

laju pertumbuhan tersebut masih berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin tercatat sebesar 4,55%, 

relatif stabil dibandingkan Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 4,51%, namun lebih rendah 

dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Perlambatan pertumbuhan yang 

terjadi pada tahun 2024 tidak hanya dialami oleh Kabupaten Merangin, tetapi juga tercermin 

pada tingkat provinsi dan nasional, yang mengindikasikan adanya penyesuaian pertumbuhan 

ekonomi secara umum. 

Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten 

Merangin memiliki daya tahan yang cukup baik dan mampu mengikuti dinamika pertumbuhan 

ekonomi regional, meskipun masih memerlukan penguatan struktur ekonomi untuk 

meningkatkan daya saing dan mempercepat konvergensi pertumbuhan terhadap tingkat 

nasional. 

Grafik II.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional 

Tahun 2020-2024 

 (dalam persen) 

   
Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 

*)  Angka Sementara  **)  Angka Sangat Sementara 

 

II.1.4 PDRB per Kapita 

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator makro yang umum digunakan untuk 

menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang diterima oleh setiap penduduk. Meskipun 

demikian, indikator ini lebih bersifat sebagai ukuran rata-rata dan tidak sepenuhnya 

mencerminkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat secara individual. PDRB 

per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk menunjukkan nilai PDRB per 

Kapita secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 

digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi per Kapita secara riil dengan 

menghilangkan pengaruh perubahan harga. 

Selama periode 2020–2024, nilai PDRB per Kapita Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga 

Berlaku menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB per Kapita ADHB tercatat 

sebesar Rp44,26 juta dan meningkat menjadi Rp67,32 juta pada tahun 2024. Peningkatan 

tersebut antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nominal serta perkembangan 

tingkat harga (inflasi).  
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Sementara itu, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan, dari 

Rp27,86 juta pada tahun 2020 menjadi Rp31,92 juta pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan 

bahwa selain kenaikan nominal, terdapat pula peningkatan ekonomi per Kapita secara riil, 

meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan kenaikan nominalnya. Dengan 

demikian, perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Merangin selama periode tersebut 

mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas ekonomi rata-rata penduduk. 

Tabel II.4.  PDRB ADHB per Kapita dan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Merangin Tahun 2020-

2024 

 (dalam juta rupiah/jiwa) 

Tahun 

PDRB ADHB per Kapita PDRB ADHK per Kapita 

PDRB ADHB 
Jumlah 

Penduduk 
PDRB 

Per Kapita 
PDRB ADHK 

Jumlah 
Penduduk 

PDRB 
Per Kapita 

2020 15.670,88  354,05   44,26  9.863,65  354,05   27,86  

2021 17.837,35  358,11   49,81  10.380,35  358,11   28,99  

2022 20.284,59  363,29   55,84  10.973,63  363,29   30,21  

2023* 22.525,57  368,39   61,15  11.552,99  368,39   31,36  

2024** 25.472,37  378,36   67,32  12.078,18  378,36   31,92  

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 
*)  Angka Sementara **)  Angka Sangat Sementara 

 

II.1.5 Sektor Primer, Sekunder dan Tersier  

Jika seluruh sektor ekonomi tersebut diklasifikasikan ke dalam sektor primer, sekunder dan 

tersier, maka PDRB ADHK menurut lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Sektor Primer terdiri atas dua lapangan usaha yaitu: 

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan  

2) Pertambangan dan Penggalian. 

b. Sektor Sekunder terdiri atas empat lapangan usaha yaitu: 

1) Industri Pengolahan;  

2) Pengadaan Listrik dan Gas;  

3) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan  

4) Konstruksi. 

c. Sektor tersier terdiri atas sebelas lapangan usaha yaitu: 

1) Perdagangan Besar dan Eceran;  

2) Transportasi dan Pergudangan; 

3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 

4) Informasi dan Komunikasi; 

5) Jasa Keuangan dan Asuransi; 

6) Real Estat; 

7) Jasa Perusahaan; 

8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 

9) Jasa Pendidikan; 

10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan  

11) Jasa Lainnya. 

Berdasarkan pengelompokan lapangan usaha ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier, 

struktur PDRB Kabupaten Merangin atas dasar harga konstan masih menunjukkan dominasi 

sektor primer. Dalam kurun waktu 2020–2024, sektor primer secara konsisten memberikan 

kontribusi terbesar terhadap PDRB per Kapita yaitu 50,42% dari total PDRB per Kapita ADHK. 
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Namun demikian, kontribusi sektor sekunder relatif kecil dan cenderung stagnan yaitu 14,74%, 

sementara sektor tersier menunjukkan peningkatan kontribusi yang lebih konsisten sebesar 

34,83%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Merangin belum 

mengalami transformasi struktural yang signifikan menuju sektor bernilai tambah tinggi, 

khususnya industri pengolahan, dan masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam 

serta aktivitas jasa pendukung. 

Grafik II.4.  Struktur Perekonomian Kabupaten Merangin menurut Sektor Primer, Sekunder 

dan Tersier Tahun 2020-2024 

 (dalam milyar rupiah) 

  
Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin 

*)  Angka Sementara **)  Angka Sangat Sementara 

 

II.1.6 Perbandingan PDRB Kabupaten Merangin dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Jambi 

Pada tahun 2024, Kabupaten Merangin mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55% 

dan berada pada kelompok menengah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Jambi. Secara nominal, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Merangin mencapai 

Rp25.472,37 miliar dan menempati peringkat ketujuh di Provinsi Jambi. Capaian tersebut 

menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Merangin tumbuh relatif stabil dan sejalan 

dengan rata-rata provinsi, namun belum menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan 

dibandingkan daerah-daerah dengan basis ekonomi dan aktivitas industri yang lebih kuat. 

Tabel II.5.  PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi 

dan Provinsi Jambi Tahun 2024** 

(dalam juta rupiah dan persen) 

No. Entitas 
PDRB ADHB 

(Juta Rp) 

Laju 
Pertumbuhan 

(%) 

1. Kab. Batang Hari 26.149,80  2,99 

2. Kab. Bungo 27.356,37  3,30 

3. Kab. Kerinci 14.719,25  4,57 

4. Kab. Merangin 25.472,37  4,55 

5. Kab. Muaro Jambi 40.475,99  6,17 

6. Kab. Sarolangun 22.701,23  3,70 

7. Kab. Tanjung Jabung Barat 55.732,85  4,45 

8. Kab. Tanjung Jabung Timur 27.296,26  4,73 

9. Kab. Tebo 23.908,92  3,97 

10. Kota Jambi 43.375,48  4,98 

11. Kota Sungai Penuh 10.280,79  5,10 

12. Provinsi Jambi 322.975,53  4,51 

Sumber: BPS Provinsi Jambi 
**)  Angka Sangat Sementara 
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Grafik II.5. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Provinsi 

Jambi Tahun 2024** 

(dalam triliun rupiah dan persen) 

  
Sumber: BPS Provinsi Jambi 

**)  Angka Sangat Sementara 

 

II.1.7 Tingkat Kemiskinan 

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang mencerminkan kemampuan 

penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan. Namun demikian, 

pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari besaran persentase penduduk miskin, 

melainkan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang 

menggambarkan jarak dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan.  

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Merangin tercatat sebesar 8,40%, 

menurun 0,50 poin persentase dibandingkan tahun 2023. Meskipun demikian, secara absolut 

jumlah penduduk miskin masih relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan 

Provinsi Jambi yang mencatat tingkat kemiskinan sebesar 7,10%, capaian Kabupaten Merangin 

masih berada di atas rata-rata provinsi, sehingga pengentasan kemiskinan tetap menjadi 

prioritas pembangunan daerah. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya 

bersifat inklusif dan pro-miskin, mengingat struktur perekonomian daerah yang masih 

didominasi oleh sektor primer serta pertumbuhan tertinggi yang terjadi pada sektor-sektor jasa 

sosial dan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya penurunan kemiskinan ke depan perlu 

diarahkan tidak hanya pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada pengurangan 

kedalaman dan keparahan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, 

penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta penguatan perlindungan sosial yang lebih 

tepat sasaran. 

Tabel II.6.  Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 

2020-2024 

 Wilayah 
Tahun 

2020 2021 2022 2023* 2024** 

Kabupaten Merangin (%) 8,63  9,11  8,70  8,90  8,40  

Kabupaten Merangin (Ribu Jiwa) 33,92  35,44  34,14  35,19  33,49  

Provinsi Jambi (%) 7,58  8,09  7,62  7,58  7,10  

Nasional (%) 9,78  10,14  9,57  9,36  9,03  

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI 
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II.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka 

Berdasarkan perkembangan indikator makro ekonomi dan sosial Kabupaten Merangin, dapat 

disimpulkan bahwa perekonomian daerah tumbuh relatif stabil dengan struktur ekonomi yang 

masih didominasi oleh sektor primer. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya 

berdampak pada penurunan kemiskinan secara signifikan, sebagaimana tercermin dari jumlah 

penduduk miskin yang relatif stagnan serta tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-

rata Provinsi Jambi. 

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah menunjukkan tingginya 

penyerapan tenaga kerja, namun masih didominasi oleh sektor informal dan kegiatan 

berproduktivitas rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama 

pembangunan Kabupaten Merangin ke depan bukan semata pada penciptaan lapangan kerja, 

melainkan pada peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta penguatan 

struktur ekonomi yang lebih bernilai tambah dan inklusif. 

Tabel II.7.  Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan 

Nasional Tahun 2020-2024 

(dalam persen) 

 Wilayah 
Tahun 

2020 2021 2022 2023* 2024** 

Kabupaten Merangin 4,86  4,83  4,69  4,35  4,18  

Provinsi Jambi 4,26  4,76  4,70  4,50  4,48  

Nasional 4,94  6,26  5,83  5,45  4,91  

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Merangin pada tahun 2024 tercatat sebesar 

4,18%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,35%. Capaian tersebut juga lebih 

rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi dan nasional. Meskipun demikian, rendahnya TPT 

perlu dicermati secara hati-hati mengingat struktur ketenagakerjaan Kabupaten Merangin yang 

masih didominasi oleh sektor primer dan kegiatan informal, sehingga penurunan TPT belum 

sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena 

itu, kebijakan ketenagakerjaan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penyerapan tenaga 

kerja, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. 

II.1.9 Inflasi  

Selain ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian Kabupaten Merangin juga 

dapat dianalisis melalui tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi 

yang mencerminkan perubahan tingkat harga secara umum atas barang dan jasa, khususnya 

komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang berada 

pada tingkat terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menciptakan 

ketidakstabilan ekonomi. Namun demikian, inflasi yang terkendali dan berada pada tingkat 

wajar dapat menjadi sinyal adanya aktivitas ekonomi yang dinamis serta berpotensi mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah, sepanjang didukung oleh kebijakan pengendalian harga dan 

kelancaran distribusi barang dan jasa. 

Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (creeping 

inflation). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. 

Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang 

(Galloping Inflation). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar 

antara 10-30% setahun. (iii) Inflasi Berat (High Inflation), kategori inflasi ini termasuk yang 

berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan 

masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (Hyper Inflation), 

jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan 

mencapai lebih dari 100% setahun. 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Kabupaten Merangin pada tahun 2024 

tercatat sebesar 2,04%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Perkembangan tingkat 

inflasi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan nasional selama periode 2020–2024 disajikan 

dalam tabel berikut:  

Tabel II.8.  Tingkat Inflasi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-

2024 

 (dalam persen) 

Wilayah 
Tahun 

2020 2021 2022 2023* 2024** 

Kabupaten Merangin* 2,61  2,32  1,65  6,04  2,04  

Provinsi Jambi** 1,94  2,71  1,66  6,22  1,43  

Nasional 2,72  1,68  1,87  5,51  1,57  

Sumber: BPS Kabupaten Bungo/BPS Provinsi Jambi/BPS RI 
*)  Mengacu pada Inflasi Kabupaten Bungo  
**)  Inflasi Gabungan Kabupaten Bungo dan Kota Jambi (metode rata-rata sederhana) 

Berdasarkan data tersebut, tingkat inflasi Kabupaten Merangin pada tahun 2024 mengalami 

penurunan sebesar 4,00 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 6,04%. 

Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian inflasi dibandingkan tahun 

sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2024 sebesar 

1,43%, inflasi Kabupaten Merangin tercatat lebih tinggi sebesar 0,61 poin. Demikian pula jika 

dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional tahun 2024 sebesar 1,57%, inflasi Kabupaten 

Merangin lebih tinggi sebesar 0,47 poin. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun 

inflasi Kabupaten Merangin berada pada kategori ringan dan menunjukkan tren penurunan, 

tingkat inflasinya masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi provinsi dan nasional. 

 

II.1.10 Indeks Gini (Gini Ratio) 

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengukur 

tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat pada suatu wilayah 

dan periode tertentu. Pengukuran Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu kurva yang 

menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif penduduk dengan persentase 

kumulatif pengeluaran atau pendapatan yang diterima. Kurva ini membandingkan distribusi 

aktual pengeluaran masyarakat dengan distribusi yang bersifat merata (uniform) sebagai 

kondisi ideal. 

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana : 

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan kondisi pemerataan sempurna, di mana seluruh 

penduduk menerima bagian pendapatan atau pengeluaran yang sama; 

b. Indeks Gini sama dengan 1, menunjukkan kondisi ketimpangan sempurna, di mana seluruh 

pendapatan atau pengeluaran hanya dinikmati oleh satu kelompok penduduk tertentu.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi Indeks Gini Kabupaten Merangin, Provinsi 

Jambi, dan nasional selama periode 2020–2024 dijelaskan tabel berikut: 

Tabel II.9.  Indeks Gini Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024 

 Wilayah 
Tahun 

2020 2021 2022 2023* 2024** 

Kabupaten Merangin 0,32  0,29  0,35  0,36  0,32  

Provinsi Jambi 0,32  0,32  0,33  0,34  0,32  

Nasional 0,38  0,38  0,38  0,39  0,38  

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI 
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Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk 

Kabupaten Merangin yang diukur melalui Indeks Gini tercatat sebesar 0,32. Angka ini 

mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,36, yang 

mengindikasikan adanya perbaikan tingkat pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten 

Merangin. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jambi pada tahun 2024 yang juga 

sebesar 0,32, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merangin berada pada tingkat 

yang sama dengan rata-rata provinsi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Indeks Gini 

nasional tahun 2024 sebesar 0,38, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merangin 

tercatat lebih rendah sebesar 0,06 poin, yang menunjukkan bahwa tingkat pemerataan 

pendapatan di Kabupaten Merangin relatif lebih baik dibandingkan kondisi nasional. 

II.1.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM 

memberikan gambaran mengenai sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM 

dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and 

healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).  

Berdasarkan klasifikasi United Nations Development Programme (UNDP), capaian IPM 

dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: 

a. Rendah (<60) 

b. Sedang (60≤IPM<70) 

c. Tinggi (70≤IPM<80)  

d. Sangat Tinggi (>80).  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi IPM Kabupaten Merangin pada tahun 2024 

tercatat sebesar 71,66, yang termasuk dalam kategori tinggi. Perkembangan IPM Kabupaten 

Merangin selama periode 2021–2024 beserta indikator penyusunnya disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel II.10.  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 

Menurut Indikator Penyusunnya 

Indikator 
 Tahun 

2021 2022 2023* 2024** 

Umur Panjang dan Hidup Sehat     

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)  

(tahun) 

73,58  73,78  73,97  74,13  

Pengetahuan     

Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) 12,04  12,05  12,25  12,26  

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) 7,90  7,91  8,13  8,40  

Standar Hidup Layak     

Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)  

(juta rupiah) 

10,38  10,71  10,97  11,43  

Indek Pembangunan Manusia (IPM) 70,55  70,98  71,81  71,66  

Sumber: BPS Kabupaten Merangin 

Secara lebih rinci, pada tahun 2024 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kabupaten 

Merangin mencapai 74,13 tahun, meningkat 0,16 tahun dibandingkan tahun 2023. Pada 

dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat sebesar 8,40 tahun, sedangkan 

Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,26 tahun. Sementara itu, pada dimensi standar 

hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun tercatat sebesar Rp11,43 juta, meningkat 

Rp0,46 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan positif pada masing-masing 

dimensi tersebut secara agregat mendukung capaian IPM Kabupaten Merangin tahun 2024 
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Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jambi pada tahun 2024 sebesar 73,43, IPM 

Kabupaten Merangin tercatat lebih rendah sebesar 1,77 poin. Demikian pula jika dibandingkan 

dengan capaian IPM nasional tahun 2024 sebesar 74,20, IPM Kabupaten Merangin lebih 

rendah sebesar 2,54 poin. 

Perbandingan IPM Kabupaten Merangin dengan Provinsi Jambi dan nasional selama periode 

2021–2024 disajikan pada berikut: 

Tabel II.11.  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan 

Nasional Tahun 2020-2024 

Wilayah 
Tahun 

2021 2022 2023* 2024** 

Kabupaten Merangin* 70,55  70,98  71,81  71,66  

Provinsi Jambi** 72,62  73,11  73,73  73,43  

Nasional 72,29  72,91  74,39  74,20  

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI 

II.1.12 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 adalah “Akselerasi 

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Menyongsong Kabupaten Merangin yang Berdaya 

Saing, Maju dan Berkelanjutan” yang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui penguatan struktur ekonomi 

daerah, peningkatan daya saing sektor unggulan, pengendalian inflasi, perluasan kesempatan 

kerja, serta penurunan tingkat kemiskinan. Perumusan kebijakan tersebut dilaksanakan 

dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika ekonomi regional, nasional, dan global. 

Kebijakan ekonomi daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan kebijakan keuangan 

daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin. 

1. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan diarahkan pada: 

a. Penguatan sektor-sektor ekonomi utama daerah, khususnya sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, serta konstruksi sebagai 

kontributor utama terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 

b. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah melalui pengembangan 

usaha produktif yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal; 

c. Pengurangan ketergantungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang bersifat fluktuatif, 

khususnya sektor pertambangan, melalui upaya diversifikasi struktur ekonomi daerah; 

d. Peningkatan peran investasi dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai salah 

satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan 

e. Optimalisasi peran konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah daerah sebagai 

komponen penopang pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan prinsip 

efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal. 

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi 

Arah kebijakan pengendalian inflasi daerah difokuskan pada: 

a. Upaya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama komoditas kebutuhan pokok 

masyarakat; 

b. Penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi daerah melalui Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah (TPID); 

c. Antisipasi risiko gangguan pasokan akibat faktor iklim, produksi, dan distribusi melalui 

penguatan ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi antarwilayah; dan 

d. Dorongan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi transaksi 

ekonomi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi aktivitas ekonomi. 
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3. Kebijakan Ketenagakerjaan 

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kualitas 

tenaga kerja, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada: 

a. Penciptaan lapangan kerja produktif, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang 

memiliki daya serap tenaga kerja relatif tinggi; 

b. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja; 

c. Penguatan keterkaitan antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan dan 

pelatihan guna mengurangi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga 

kerja; dan 

d. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun 

di luar daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Kebijakan Pendukung Perekonomian Daerah 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten 

Merangin mengarahkan kebijakan pada: 

a. Penguatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, termasuk pengembangan usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemanfaatan sistem pembayaran digital; 

b. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung perekonomian 

daerah dan peningkatan pendapatan daerah; 

c. Pengembangan sektor pariwisata daerah sebagai salah satu sumber pertumbuhan 

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan 

d. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah guna memperkuat 

konektivitas dan daya saing ekonomi daerah. 

II.2 Kebijakan Keuangan 

Kebijakan Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan 

keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan keuangan daerah disusun dengan 

memperhatikan kapasitas fiskal daerah, dinamika perekonomian, serta kebutuhan pembiayaan 

pembangunan daerah, guna menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara 

terintegrasi melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban APBD yang berorientasi pada kinerja dan hasil. 

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2025 ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Merangin Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 

15 Tahun 2025, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin 

Periode 2024–2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025. 

RKPD dimaksud menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam penyusunan dan 

penetapan KUA dan PPAS TA 2025 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD. 

II.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dan menjadi salah satu komponen strategis dalam struktur APBD. Pendapatan 

daerah berperan penting dalam pembiayaan belanja daerah, penyelenggaraan pelayanan 

publik, pengendalian defisit anggaran, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan 

Daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang 

menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang 

tidak perlu dibayar kembali. 
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Sumber pendapatan daerah Kabupaten Merangin berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Berdasarkan struktur pendapatan daerah, kontribusi pendapatan transfer dari 

Pemerintah Pusat masih mendominasi dibandingkan PAD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih relatif 

bergantung pada dana transfer, khususnya untuk mendukung belanja operasional pemerintah 

daerah. Oleh karena itu, kinerja pengelolaan pendapatan daerah perlu terus dioptimalkan, 

terutama melalui peningkatan PAD, guna memperkuat kemandirian fiskal dan keberlanjutan 

pendanaan pembangunan daerah. 

Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin TA 2025 direncanakan secara terukur, rasional, dan 

memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan 

pada: 

1. Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dengan tetap 

memperhatikan potensi riil daerah dan iklim investasi; 

2. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dan perbaikan sistem pemungutan; 

3. Pengelolaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi secara 

optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

4. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan. 

Berdasarkan fokus tersebut maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan 

pendapatan daerah antara lain sebagai berikut: 

1. Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah; 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi; 

3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi; 

4. Peningkatan sarana dan prasana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan 

retribusi; 

5. Peningkatan amenitas pada obyek wisata; dan 

6. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain: 

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi; 

2. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi; 

3. Edukasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak; 

4. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah; 

5. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan; 

6. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi; 

7. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata); 

8. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD; 

9. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;  

10. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. 

II.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang 

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pendekatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. Alokasi belanja oleh setiap perangkat daerah direncanakan secara 

terukur dan diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Dalam rangka efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin 

menerapkan Analisis Standar Belanja dan standar harga satuan sebagai pedoman penyusunan 

anggaran, sehingga belanja daerah dapat diarahkan secara optimal untuk mendukung 

pencapaian visi dan misi kepala daerah. 

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Merangin difokuskan pada:  

1. Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

2. Penjagaan keseimbangan struktur belanja daerah, khususnya antara belanja operasi dan 

belanja modal; 

3. Pengendalian pertumbuhan belanja pegawai secara rasional dan proporsional; 

4. Prioritas pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

daerah; dan 

5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui penganggaran berbasis 

kinerja.Mengarahkan belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan fokus tersebut maka kebijakan daerah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, 

penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah; 

2. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah; 

3. Pemenuhan terhadap fungsi infrastruktur sebesar minimal 40% dari total belanja daerah;  

4. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran 

gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan mengedepankan 

prinsip efisien dan efektif; 

5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

6. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung 

pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah serta program prioritas lainnya 

yang beririsan dengan program prioritas Provinsi Jambi, dan Asta Cita Presiden dan Wakil 

Presiden. 

7. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 menyesuaikan dengan usulan 

Perangkat Daerah yang akan direncanakan pada tahun 2024; dan  

8. Melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengalokasikan paling sedikit sebesar 

dana desa terendah yang diterima oleh desa kepada Kelurahan. 

II.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah  

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang 

dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan 

pembiayaan antara lain bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, 

pinjaman daerah, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk 

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman daerah, dan penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Merangin tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan pembiayaan daerah secara hati-hati, terukur, dan akuntabel; 

2. Optimalisasi penerimaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. Pengendalian pengeluaran pembiayaan agar tidak menimbulkan beban fiskal pada tahun 

anggaran berikutnya; dan 
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4. Penjagaan pengelolaan kas dan likuiditas daerah guna menjamin kelancaran pelaksanaan 

APBD. 

II.3 Indikator Target Kinerja APBD dan Posisi Keuangan Pemerintah Daerah 

II.3.1 Indikator Kinerja Fiskal Daerah 

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dilaksanakan lebih 

lanjut melalui berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah pada TA 2025. Pelaksanaan kebijakan tersebut tercermin dalam 

kinerja fiskal daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD, serta direalisasikan melalui pelaksanaan 

program dan kegiatan oleh perangkat daerah. 

Kinerja fiskal Kabupaten Merangin TA 2025 dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah, dan Pembiayaan Netto sebagaimana diuraikan berikut. 

1. Pendapatan Daerah 

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 tercatat sebesar Rp1.495.935.534.731,86. 

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar 

Rp1.459.275.923.665,51, terjadi peningkatan sebesar Rp36.659.611.066,35 atau 2,51%. 

Peningkatan realisasi pendapatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kapasitas 

penerimaan daerah secara agregat, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 

maupun pendapatan transfer, meskipun secara umum struktur pendapatan daerah masih 

didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa upaya penguatan kemandirian fiskal daerah masih perlu terus 

ditingkatkan secara berkelanjutan. 

2. Belanja Daerah 

Di sisi Belanja Daerah, realisasi TA 2025 tercatat sebesar Rp1.439.530.978.836,65. Apabila 

dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.454.773.168.270,96, 

terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp15.242.189.434,31 atau (1,05%). 

Penurunan realisasi belanja tersebut dapat mengindikasikan adanya upaya pengendalian 

belanja daerah, termasuk efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, penyesuaian prioritas 

belanja, serta dinamika pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. Namun demikian, 

kondisi ini juga perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan bahwa penurunan realisasi 

belanja tidak berdampak negatif terhadap pencapaian target kinerja pembangunan dan 

kualitas pelayanan publik. 

3. Pembiayaan Netto 

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 tercatat sebesar Rp81.693.670.814,85. Dibandingkan 

dengan realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp77.190.915.420,30, terdapat 

peningkatan sebesar Rp4.502.755.394,55 atau 5,83 persen. 

Peningkatan pembiayaan netto tersebut mencerminkan peran pembiayaan dalam menjaga 

keseimbangan fiskal daerah, terutama dalam mengelola selisih antara pendapatan dan 

belanja daerah, serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan APBD. 

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Netto TA 2025 sebagaimana 

diuraikan di atas berdampak pada terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

TA 2025 sebesar Rp138.098.226.710,06. Jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2024 sebesar 

Rp81.693.670.814,85, terjadi peningkatan SiLPA sebesar Rp56.404.555.895,21 atau 

69,04%. 

Peningkatan SiLPA pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ruang fiskal yang relatif 

lebih besar pada akhir periode pelaporan. Kondisi ini antara lain mencerminkan kehati-hatian 
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dalam pengelolaan belanja serta efektivitas pengendalian kas daerah. Dalam pelaksanaan 

anggaran, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan 

bahwa besaran SiLPA mencerminkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan 

akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Peningkatan SiLPA terutama dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan kebijakan nasional, 

penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan kondisi nyata sepanjang tahun anggaran, 

serta tahapan implementasi program dan kegiatan selama TA 2025. Dimana dalam 

pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan, teknis dan administrasi yang berlangsung 

secara bertahap, sehingga realisasi anggaran tidak sepenuhnya mencapai alokasi yang 

direncanakan pada awal tahun. 

Penganggaran telah disusun secara prudent dengan berpedoman pada ketentuan dan 

asumsi makro dalam pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu, perbedaan antara 

anggaran dan realisasi merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan dan dinamika 

pelaksanaan, serta tidak mencerminkan kelemahan dalam proses perencanaan dan 

penganggaran. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah terus melakukan penyempurnaan 

proses perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan perkembangan kebijakan 

nasional, kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan, serta prinsip kehati-hatian dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

II.3.2 Posisi Keuangan Pemerintah Daerah 

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2025 digambarkan melalui Neraca per 

31 Desember 2025 yang mencakup Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Aset adalah sumber daya 

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 

Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah. 

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2025 serta 

perbandingannya dengan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aset 

Aset Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2025 berjumlah Rp2.606.474.170.578,84, 

bertambah sebesar Rp55.213.647.554,26 atau 2,16% dibandingkan tahun 2024 yang 

berjumlah Rp2.551.260.523.024,58.  

2. Kewajiban 

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2025 berupa Kewajiban Jangka Pendek 

berjumlah Rp23.616.684.874,57, berkurang sebesar Rp13.922.115.979,85 atau (37,09%) 

dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah Rp37.538.800.854,42.  

3. Ekuitas 

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2025 berjumlah Rp2.582.857.485.704,27, 

bertambah sebesar Rp69.135.763.534,11 atau 2,75% dibandingkan tahun 2024 yang 

berjumlah Rp2.513.721.722.170,16.  

 

 

 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 
 

II-19 

 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 

II.3.3 Indikator Kinerja Program Pemerintah 

Sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2025 ditetapkan 

sebagai bagian integral dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah, yang secara formal 

tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin tentang Kebijakan Umum Perubahan 

APBD (KUPA) TA 2025. Kesepakatan tersebut selanjutnya dijabarkan secara operasional dalam 

dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2025, yang 

menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan 

program, kegiatan, dan subkegiatan. 

Penetapan prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut langsung dari visi dan 

misi pembangunan daerah “MENUJU MERANGIN BARU 2030”, dengan Semangat BARU 

(Berdaya Saing, Akuntabel, Reformis, dan Unggul). Visi ini tidak hanya dimaknai sebagai 

slogan normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target 

yang terukur sebagaimana tercantum pada taberl berikut: 

Tabel II.12. Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2025 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Target Kinerja 

1 2 3 

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,92%-5,35% 

1.1 Meningkatnya daya saing industri pengolahan Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan 2,06% 

1.2 Meningkatnya kontribusi penyediaan akomodasi dan 

makan minum 

Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

7,88% 

1.3 Meningkatnya nilai tambah produk pertanian, Kehutanan 

dan perikanan 

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan 

3,14% 

 

1.4 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 7,20% 

1.5 Meningkatnya realisasi investasi  Nilai Realisasi Investasi Rp226,94 Milyar 

1.6 Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam mendukung 

pembangunan ekonomi daerah 

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah 3,25 

1.7 Meningkatnya kualitas Lingkungan sebagai penunjang 

ekonomi yang berkelanjutan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72.63 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkualitas 

Indek Pembangunan Manusia 72,89-73,15 

2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan Harapan lama sekolah 12,27 Tahun 

 Rata-Rata Lama Sekolah 8,48 Tahun 

2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia harapan hidup 74.35 Tahun 

2.3 Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda Indeks Pembangunan Pemuda 53 

2.4 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Indeks Pembangunan Gender 89,015 

2.5 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak Indeks Perlindungan Anak 63.53 

2.6 Meningkatnya masyarakat yang religius dan toleran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 73,99 

2.7 Meningkatnya taraf hidup masyarakat PDRB Perkapita Rp77,22 Juta 

3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi 

Birokrasi 

Indeks Reformasi Birokrasi 69 

3.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Indeks SPBE 3,00 

3.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Nilai SAKIP 69,5 

3.3 Meningkatnya kualitas Manajemen ASN Indeks Sistem Merit 265 

3.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima Indeks Pelayanan Publik 3,9 

3.5 Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi 3,078 

3.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 69,5 

Sumber: BAPPEDA Kab. Merangin 

Secara substansial, prioritas pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2025 berpedoman pada 

RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis 

dan permasalahan aktual yang dihadapi daerah pada tahun berjalan. Selain itu, perumusan 

prioritas juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana 

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta kebijakan pembangunan 

Provinsi Jambi sebagaimana dirumuskan dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025. Dengan 

pendekatan ini, pembangunan daerah diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan 

menjadi bagian dari kerangka pembangunan nasional dan regional yang terpadu. 
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Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2025 tidak 

sepenuhnya berada dalam kewenangan satu SKPD tertentu, melainkan memerlukan 

keterlibatan lintas SKPD secara terintegrasi. Oleh karena itu, sinkronisasi perencanaan, 

komunikasi kebijakan, serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan menjadi prasyarat 

utama keberhasilan pembangunan daerah. Pendekatan ini menegaskan bahwa prioritas 

pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2025 bukan sekadar daftar program, melainkan 

suatu kerangka kerja kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif, 

akuntabel, dan berkelanjutan. 

Tabel II.13. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2025 

Tujuan/Sasaran Program Prioritas SKPD Pengampu 

1 2 3 

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 

1.1 Meningkatnya daya saing industri 

pengolahan 

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah, Perdagangan dan 
Perindustrian 

1.2 Meningkatnya kontribusi penyediaan 

akomodasi dan makan minum 

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah 

Raga Program Pemasaran Pariwisata 

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

1.3 Meningkatnya nilai tambah produk 
pertanian, Kehutanan dan perikanan 

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan 

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Peternakan dan Perkebunan 

& Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtikultura 

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

1.4 Meningkatnya kontribusi sektor 
perdagangan 

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perdagangan dan 

Perindustrian 

1.5 Meningkatnya realisasi investasi
  

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja 
Program Promosi Penanaman Modal 

1.6 Meningkatnya kualitas infrastruktur 

dalam mendukung pembangunan 
ekonomi daerah 

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(LLAJ) 

Dinas Perhubungan 

Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung 

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman Program Pengembangan Perumahan 

1.7 Meningkatnya kualitas Lingkungan 
sebagai penunjang ekonomi yang 

berkelanjutan 

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) 

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin 
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) 

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat 
(MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

Program Pengelolaan Persampahan 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas 

2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

2.2 Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan termasuk UPT 
RSUD Kol. Abunjani Bangko 

2.3 Meningkatnya kualitas pembangunan 
pemuda 

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah 
Raga 

   

2.4 Meningkatnya Kualitas Hidup 

Perempuan 

Program Perlindungan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan 

2.5 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Khusus Anak 

2.6 Meningkatnya masyarakat yang religius 
dan toleran 

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

2.7 Meningkatnya taraf hidup masyarakat Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 
Usaha Mikro (UMKM) 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perdagangan dan 

Perindustrian Program Pengembangan UMKM 

Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja 
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Tujuan/Sasaran Program Prioritas SKPD Pengampu 

1 2 3 

3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi 

3.1 Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintahan Berbasis Digital 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 

3.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

3.3 Meningkatnya kualitas Manajemen ASN Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah 

3.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

yang prima 

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD 

Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 24 Kecamatan 

Program Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Program Pencatatan Sipil 

3.5 Meningkatnya kualitas pengendalian 

intern pemerintah 

Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Daerah 

3.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

Sumber: BAPPEDA Kab. Merangin 

II.4 Pemenuhan Belanja Mandatory Spending dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD TA 2025, khususnya ketentuan dalam lampiran yang mengamanatkan bahwa 

penyusunan APBD harus menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai 

kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah, dengan orientasi utama 

pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik, 

Pemerintah Kabupaten Merangin telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi ketentuan 

Belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), sejalan 

dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. 

II.4.1 Pemenuhan Belanja Mandatory Spending 

Realisasi Belanja Mandatory Spending yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Merangin  

TA 2025 adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Pendidikan. 

Mengacu pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2022, serta butir 5.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2024, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-

kurangnya sebesar 20% dari total Belanja Daerah. 

Pada TA 2025, anggaran fungsi pendidikan ditetapkan sebesar Rp543.275.326.093,00, 

dengan realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp484.563.421.269,00 atau 89,81%. Apabila 

dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio anggaran fungsi pendidikan tercatat 

sebesar 33,90%, sedangkan rasio realisasi sebesar 33,67%. Dengan demikian, baik dari sisi 

penganggaran maupun realisasi, alokasi anggaran fungsi pendidikan telah memenuhi dan 

melampaui ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. 

Mengacu pada butir 5.1.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2024, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan 

Publik sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total Belanja Daerah, di luar Belanja Bagi Hasil 

dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, untuk mendukung percepatan 

pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik. 
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Pada TA 2025, anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik ditetapkan sebesar 

Rp214.777.842.424,00, dengan realisasi sebesar Rp198.838.041.017,00 atau 92,58%. 

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan total Belanja Daerah setelah dikurangi 

komponen pengurang sebagaimana ketentuan, rasio anggaran Belanja Infrastruktur 

Pelayanan Publik tercatat sebesar 16,44%, sedangkan rasio realisasi sebesar 17,11%. 

Dengan demikian, ketentuan mandatory spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 

belum terpenuhi, baik dari sisi penganggaran maupun realisasi. 

3. Belanja Pegawai. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta butir 5.1.1.3 Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, anggaran Belanja Pegawai di luar tunjangan guru 

ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari total Belanja Daerah. 

Pada TA 2025, anggaran Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp654.635.829.847,00, 

dengan realisasi sebesar Rp563.982.853.748,00 atau 86,15%. Rasio Belanja Pegawai 

terhadap total Belanja Daerah tercatat sebesar 40,85% pada sisi anggaran dan 39,19% pada 

sisi realisasi. Dengan demikian, baik dari sisi penganggaran maupun realisasi, Belanja 

Pegawai melampaui batas maksimal yang ditetapkan, sehingga belum memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan 

Penggunaanya. 

Mengacu pada butir 5.1.1.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2024, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Belanja Wajib yang bersumber dari hasil 

penerimaan pajak tertentu sesuai dengan persentase dan peruntukan yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi pelaksanaannya pada APBD 

Kabupaten Merangin TA 2025 adalah sebagai berikut: 

a. Hasil Penerimaan Opsen PKB 

Hasil penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dialokasikan pada APBD 

sekurang-kurangnya sebesar 10% digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau 

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hingga akhir 

TA 2025, dari anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 telah terealisasi sebesar 100%. 

Apabila dibandingkan dengan total penerimaan Opsen PKB, alokasi dan realisasi belanja 

dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik 

Hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik yang 

dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% digunakan untuk mendanai 

penyediaan penerangan jalan umum, yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan 

infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga 

listrik, termasuk pembayaran ketersediaan layanan melalui skema kerja sama antara 

Pemerintah Daerah dan badan usaha. Hingga akhir TA 2025, dari anggaran sebesar 

Rp4.933.467.760,00, telah terealisasi sebesar Rp4.448.395.541,00 atau 90,17%. Apabila 

dibandingkan dengan total penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, rasio alokasi anggaran 

tercatat sebesar 23,57% dan rasio realisasi sebesar 20,38%, sehingga telah memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan. 

c. Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok 

Hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok yang dialokasikan pada APBD sekurang-

kurangnya sebesar 50% digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat 

dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

Pajak Rokok. Hingga akhir TA 2025, dari anggaran sebesar Rp11.957.001.567,00, telah 
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terealisasi sebesar Rp10.177.518.299,00 atau 85,12%. Apabila dibandingkan dengan 

total penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, rasio alokasi anggaran tercatat sebesar 57,05% 

dan rasio realisasi sebesar 49,88%, sehingga secara substansial telah memenuhi amanat 

peraturan perundang-undangan. 

d. Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah 

Hasil penerimaan Pajak Air Tanah yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya 

sebesar 10% digunakan untuk mendanai kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan 

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap 

kualitas dan kuantitas air tanah. Hingga akhir TA 2025, dari anggaran sebesar 

Rp21.215.080,00, telah terealisasi sebesar Rp20.388.700,00 atau 96,10%. Apabila 

dibandingkan dengan total penerimaan Pajak Air Tanah, rasio alokasi anggaran tercatat 

sebesar 14,14% dan rasio realisasi sebesar 11,97%, sehingga telah memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja Mandatory Spending diuraikan lebih lanjut pada 

Lampiran 1c. 

 

II.4.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2025 adalah sebagai berikut: 

1. SPM Bidang Pendidikan. 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dari anggaran sebesar 

Rp119.121.503.062,00, hingga akhir TA 2025 telah terealisasi sebesar 

Rp106.664.552.766,00 atau 89,54%. 

2. SPM Bidang Kesehatan. 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp6.662.752.428,00, 

hingga akhir TA 2025 telah terealisasi sebesar Rp5.989.993.289,00 atau 89,90%. 

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang 

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

dari anggaran sebesar Rp12.366.793.000,00, hingga akhir TA 2025 telah terealisasi sebesar 

Rp12.295.882.125,00 atau 99,43%. 

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, dari 

anggaran sebesar Rp432.828.750,00, hingga akhir TA 2025 telah terealisasi sebesar 

Rp416.722.093,00 atau 96,28%. 
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5. SPM Bidang Sosial. 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dari anggaran sebesar Rp200.011.550,00, hingga 

akhir TA 2025 telah terealisasi sebesar Rp170.223.694,00 atau 85,11%. 

6. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dari total anggaran sebesar 

Rp7.776.014.882,00, hingga akhir TA 2025 telah terealisasi sebesar Rp7.533.946.398,00 

atau 96,89%, yang terdiri atas: 

a. Sub Urusan Bencana 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp584.107.540,00, hingga akhir TA 2025 telah 

terealisasi sebesar Rp562.146.359,00 atau 96,24%. 

b. Sub Urusan Kebakaran 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp3.838.953.842,00, hingga akhir TA 2025 telah 

terealisasi sebesar Rp3.799.945.047,00 atau 98,98%. 

c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp3.352.953.500,00, hingga akhir TA 2025 telah 

terealisasi sebesar Rp3.171.854.992,00 atau 94,60%. 

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum 

diuraikan lebih lanjut pada Lampiran 1d. 
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IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN  
 

III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Optimalisasi 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hanya dapat dicapai apabila didukung oleh 

ketersediaan sumber-sumber pendanaan daerah yang memadai dan dikelola secara efektif, 

efisien, transparan, serta akuntabel. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin TA 2025 yang terdiri dari 

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, dan dijabarkan lebih lanjut melalui 

Peraturan Bupati Merangin Nomor 44 Tahun 2024. 

Dalam pelaksanaannya, sebelum ditetapkannya APBD Perubahan, Pemerintah Kabupaten 

Merangin melakukan pergeseran anggaran sebanyak 2 (dua) kali untuk mengakomodasi 

kebutuhan SKPD, yaitu melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD              

TA 2025 tanggal 28 April 2025 dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

APBD TA 2025 tanggal 24 Juli 2025. 

Selanjutnya, APBD Perubahan TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2025 tanggal 15 Oktober 2025 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 

Tahun 2025. Untuk menyesuaikan kebutuhan teknis pelaksanaan anggaran, dilakukan kembali 

perubahan penjabaran setelah APBD Perubahan berupa pergeseran antar objek belanja melalui 

Peraturan Bupati Merangin Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025. Perubahan dan 

pergeseran anggaran tersebut tidak mengubah postur APBD secara keseluruhan, namun 

bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. 

APBD Perubahan TA 2025 meliputi: 

a) Pendapatan  

Pada APBD Perubahan TA 2025, Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar 

Rp1.929.600.417,00, dari semula Rp1.522.592.121.072,00 menjadi Rp1.520.662.520.655,00, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan signifikan, dari semula 

Rp131.327.657.000,00 bertambah sebesar Rp23.207.482.644,00 sehingga menjadi 

Rp154.535.139.644,00, yang terdiri dari: 

a) Pajak Daerah sebesar Rp65.980.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan target.  

b) Retribusi Daerah meningkat dari Rp54.905.157.000,00 menjadi Rp64.937.212.855,00 

atau bertambah Rp10.032.055.855,00, sebagai dampak dari optimalisasi potensi 

retribusi daerah. 
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c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar 

Rp280.137.542,00 dari Rp7.777.840.000,00 menjadi Rp8.057.977.542,00, seiring 

penyesuaian perhitungan dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 

BUMD. 

d) Lain-lain PAD yang Sah meningkat cukup signifikan sebesar Rp12.895.289.247,00 dari 

Rp2.664.660.000,00 menjadi Rp15.559.949.247,00, terutama berasal dari peningkatan 

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Bunga Deposito, serta Denda 

dan Pengembalian. 

2. Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp26.199.774.061,00, dari 

Rp1.374.788.815.072,00 menjadi Rp1.348.589.041.011,00, dengan rincian: 

a) Transfer Pemerintah Pusat menurun cukup signifikan sebesar Rp56.541.133.660,00 dari 

Rp1.295.583.286.000,00 menjadi Rp1.239.042.152.340,00, sebagai dampak 

penyesuaian kebijakan fiskal nasional dalam rangka konsolidasi fiskal dan pengendalian 

risiko makroekonomi. 

b) Transfer Antar Daerah meningkat sebesar Rp30.341.359.599,00 dari 

Rp79.205.529.072,00 menjadi Rp109.546.888.671,00, seiring telah ditetapkannya 

alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui 

Keputusan Gubernur Jambi Nomor 671/KEP.GUB/BPKPB-2.1/2025 tanggal 5 Agustus 

2025. 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp1.062.691.000,00, dari 

Rp16.475.649.000,00 menjadi Rp17.538.340.000,00, terutama bersumber dari 

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

b) Belanja 

Belanja Daerah pada APBD Perubahan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 

Rp35.764.070.399,00, dari semula Rp1.566.592.121.072,00 menjadi 

Rp1.602.356.191.471,00. Peningkatan belanja ini merupakan penyesuaian terhadap 

kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas daerah.. 

c) Pembiayaan 

Pembiayaan Daerah pada APBD Perubahan TA 2025 meningkat dari Rp44.000.000.000,00 

menjadi Rp81.693.670.816,00 atau bertambah Rp37.693.670.816,00, yang sepenuhnya 

bersumber dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 

sebelumnya. 

Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan pergeseran anggaran setelah APBD Perubahan 

TA 2025. Pergeseran tersebut hanya berupa pergeseran antar objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek belanja, tanpa mengubah postur APBD. Alur perubahan APBD Kabupaten Merangin 

sepanjang TA 2025 secara rinci disajikan pada Lampiran 1a. 

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Merangin selama TA 2025 dapat dilihat 

secara ringkas pada tabel berikut ini: 
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Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2025 

(dalam rupiah) 

No. Uraian 
Jumlah Lebih/(Kurang) 

Anggaran Realisasi  Jumlah % 

I. Pendapatan Daerah 1.520.662.520.655,00  1.495.935.534.731,86 (24.726.985.923,14) 98,37 

I.1 Pendapatan Asli Daerah 154.535.139.644,00  161.721.143.020,86 7.186.003.376,86 104,65 

I.2 Pendapatan Transfer 1.348.589.041.011,00  1.320.790.100.155,00  (27.798.940.856,00) 97,94  

I.3 Lain-Lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

17.538.340.000,00  13.424.291.556,00  (4.114.048.444,00) 76,54  

II. Belanja Daerah 1.602.356.191.471,00   1.439.530.978.836,65   162.825.212.634,35   89,84  

II.1 Belanja Operasi 1.128.945.037.716,00   1.002.863.149.846,65   126.081.887.869,35   88,83  

II.2 Belanja Modal 173.594.632.883,00  158.284.986.902,00  (15.309.645.981,00) 91,18  

II.3 Belanja Tidak Terduga 4.256.212.782,00  1.557.055.984,00  (2.699.156.798,00) 36,58  

II.4 Belanja Transfer 295.560.308.090,00  276.825.786.104,00  (18.734.521.986,00) 93,66   
Surplus / (Defisit)  (81.693.670.816,00)  56.404.555.895,21   138.098.226.711,21   (69,04) 

III. Pembiayaan Daerah     

III.1 Penerimaan Pembiayaan  81.693.670.816,00   81.693.670.814,85   (1,15)  100,00  

III.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 - 

  Pembiayaan Netto  81.693.670.816,00   81.693.670.814,85   (1,15)  100,00  

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

0,00  138.098.226.710,06   138.098.226.710,06  - 

Sumber: BPKAD Kab. Merangin 

Adapun ikhtisar realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin menurut Urusan dan Bidang 

Urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1b.  

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing unsur APBD sebagai gambaran capaian kinerja fiskal 

Pemerintah Kabupaten Merangin selama TA 2025 diuraikan sebagai berikut. 

 

III.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Tabel III.1., realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp1.495.935.534.731,86 atau 

98,37% dari target sebesar Rp1.520.662.520.655,00, sehingga terdapat selisih kurang realisasi 

sebesar Rp24.726.985.923,14. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara agregat 

Pendapatan Daerah belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan rencana anggaran, meskipun 

tingkat pencapaiannya masih berada pada kategori tinggi. Belum tercapainya target Pendapatan 

Daerah terutama dipengaruhi oleh kinerja Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah yang tidak mencapai target anggaran. Sehubungan dengan kondisi tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian Pendapatan Daerah, antara lain melalui 

peningkatan akurasi proyeksi pendapatan, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 

pihak terkait, serta pemantauan realisasi pendapatan secara berkala agar pelaksanaan 

anggaran lebih selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Realisasi Pendapatan Transfer tercatat sebesar Rp1.320.790.100.155,00 atau 97,94% dari 

target sebesar Rp1.348.589.041.011,00, sehingga mengalami selisih kurang sebesar 

Rp27.798.940.856,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian alokasi transfer yang 

direncanakan belum sepenuhnya diterima atau belum seluruhnya dapat direalisasikan pada 

tahun anggaran berjalan, sehingga berpengaruh langsung terhadap total realisasi Pendapatan 

Daerah. Untuk meminimalkan deviasi antara target dan realisasi Pendapatan Transfer, 

Pemerintah Daerah akan meningkatkan sinkronisasi perencanaan pendapatan transfer dengan 

kebijakan dan jadwal penyaluran pemerintah pusat, serta melakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkelanjutan terhadap realisasi penerimaan transfer sebagai dasar penyesuaian 

perencanaan pada tahun anggaran berikutnya. 
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Selain itu, realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya mencapai 

Rp13.424.291.556,00 atau 76,54% dari target sebesar Rp17.538.340.000,00, dengan selisih 

kurang sebesar Rp4.114.048.444,00. Capaian ini menunjukkan bahwa sumber-sumber 

pendapatan pada kelompok ini bersifat relatif fluktuatif dan tidak sepenuhnya dapat 

dikendalikan melalui perencanaan anggaran, sehingga berkontribusi terhadap deviasi realisasi 

pendapatan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, dilakukan evaluasi terhadap realisasi dan 

karakteristik Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai dasar penyempurnaan 

perencanaan pendapatan daerah pada periode selanjutnya. 

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan 

realisasi sebesar Rp161.721.143.020,86 atau 104,65% dari target sebesar 

Rp154.535.139.644,00, atau lebih tinggi sebesar Rp7.186.003.376,86. Kinerja PAD tersebut 

menjadi faktor penyangga yang menahan penurunan tingkat realisasi Pendapatan Daerah 

secara keseluruhan, namun belum sepenuhnya mampu menutup kekurangan realisasi pada 

Pendapatan Transfer. Dalam rangka menjaga keberlanjutan peningkatan PAD, Pemerintah 

Kabupaten Merangin akan terus mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui penguatan basis 

data objek dan subjek pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib 

retribusi, serta penyempurnaan mekanisme perencanaan target agar lebih mencerminkan 

potensi riil daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap komposisi 

PAD, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan yang bersifat insidental, 

serta mendorong peningkatan kontribusi sumber-sumber PAD yang bersifat berulang dan 

berkelanjutan, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan Pendapatan Daerah 

pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih terukur, akuntabel, dan 

berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target kinerja keuangan daerah secara optimal. 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin selama 

periode TA 2021 sampai dengan TA 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel III.2. dan 

Grafik III.1., menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan, baik dari sisi perencanaan 

maupun capaian realisasi. 

Tabel III.2. Perkembangan PAD TA 2021-2025 

(dalam rupiah) 

TA  Target                    Realisasi     
Perkembangan  

Target Realisasi 

2021 111.262.174.504,00  107.879.827.143,34  10.850.444.779,57  7.557.439.392,37  

2022 140.670.249.862,00  116.712.554.237,02  29.408.075.358,00  8.832.727.093,68  

2023 113.514.136.051,00  107.976.482.974,79 (27.156.113.811,00) (8.736.071.262,23) 

2024 100.605.992.393,00 94.830.759.645,51  (12.908.143.658,00) (13.145.723.329,28)  

2025 154.535.139.644,00  161.721.143.020,86 53.929.147.251,00  66.890.383.375,35 

Sumber:  BPKAD Kab. Merangin 

Grafik III.1. Perkembangan PAD TA 2021-2025 

 (dalam miliar rupiah) 

 
Sumber:  BPKAD Kab. Merangin 
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Pada TA 2021 sampai dengan TA 2022, target dan realisasi PAD mengalami peningkatan, 

yang mencerminkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. 

Namun demikian, pada TA 2023 dan TA 2024 terjadi penurunan, baik dari sisi penetapan 

target maupun realisasi penerimaan. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya 

penyesuaian kebijakan penetapan target yang lebih konservatif, serta belum optimalnya 

stabilitas penerimaan pada beberapa jenis PAD. 

Pada TA 2025, PAD kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan realisasi 

mencapai Rp161.721.143.020,86 atau 104,65% dari target. Peningkatan ini terutama 

didorong oleh optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Air Tanah, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

(PBJT), yang diperkuat dengan implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor yang kemudian menjadi faktor dominan dalam peningkatan 

kinerja PAD pada tahun berjalan dengan kontribusi sebesar 54,19% terhadap total realisasi 

Pajak Daerah dan 23,18% terhadap total realisasi PAD. Selain itu, penerimaan PAD juga 

didukung oleh kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah, terutama dari Hasil Penjualan Barang Milik 

Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda, dan 

Pengembalian. Namun demikian, dari sudut pandang evaluatif, kenaikan realisasi PAD pada 

TA 2025 belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan yang bersifat struktural dan 

berkelanjutan. Hal ini tercermin dari masih adanya kontribusi penerimaan yang bersifat 

insidental, khususnya pada komponen hasil penjualan aset dan pendapatan non-berulang 

lainnya, serta adanya penurunan pada Lain-Lain PAD yang Sah dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Ditinjau dari sisi target anggaran, PAD pada TA 2021 sampai dengan TA 2022 meningkat 

sebesar Rp29.408.075.358,00 atau 26,43%. Selanjutnya, pada TA 2022 sampai dengan TA 

2023 target PAD menurun signifikan sebesar Rp27.156.113.811,00 atau 19,30%, dan 

kembali menurun pada TA 2023 sampai dengan TA 2024 sebesar Rp12.908.143.658,00 atau 

11,37%. Pada TA 2024 sampai dengan TA 2025, target PAD meningkat kembali sebesar 

Rp53.929.147.251,00 atau 53,60%, yang mencerminkan peningkatan ekspektasi fiskal 

daerah seiring penguatan basis pemungutan pajak dan retribusi. 

Dari sisi realisasi, PAD pada TA 2021 sampai dengan TA 2022 meningkat sebesar 

Rp8.832.727.093,68 atau 8,19%, kemudian menurun pada TA 2022 sampai dengan TA 2023 

sebesar Rp8.736.071.262,23 atau 7,49%, dan kembali menurun pada TA 2023 sampai 

dengan TA 2024 sebesar Rp13.145.723.329,28 atau 12,17%. Pada TA 2024 sampai dengan 

TA 2025, realisasi PAD meningkat sangat signifikan sebesar Rp66.890.383.375,35 atau 

70,54%. 

Peningkatan realisasi PAD TA 2025 tersebut terutama berasal dari Pajak Daerah sebesar 

Rp36.937.984.048,75 atau 114,57%, Retribusi Daerah sebesar Rp 38.605.598.237,33 atau 

163,89%, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 

Rp569.740.859,91 atau 7,61%. Sebaliknya, Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan 

sebesar Rp9.222.939.770,64 atau 29,24%, yang mengindikasikan bahwa sebagian 

penerimaan PAD masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-reguler dan belum sepenuhnya 

stabil. 

2. Pendapatan Transfer 

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari pendapatan Transfer dari 

tahun 2021 sampai dengan 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Grafik III.2 

berikut ini: 
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Tabel III.3. Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2021-2025 

(dalam rupiah) 

TA  Target       Realisasi   
Perkembangan  

Target Realisasi 

2021 1.225.952.919.108,00  1.215.423.156.196,00  27.396.246.505,00  2.477.119.888,96  

2022 1.176.863.594.307,00  1.209.257.465.659,00  (49.089.324.801,00) (6.165.690.537,00) 

2023 1.302.589.130.079,00  1.290.285.622.944,00 125.725.535.772,00  81.028.157.285,00 

2024 1.377.004.677.610,00 1.352.003.997.917,00 74.415.547.531,00 61.718.374.973,00 

2025 1.348.589.041.011,00  1.320.790.100.155,00  (28.415.636.599,00) (31.213.897.762,00) 

Sumber: BPKAD Kab. Merangin 

Grafik III.2. Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2021-2025 

(dalam miliar rupiah) 

 
Sumber: BPKAD Kab. Merangin 

Dari Tabel III.3. dapat diketahui bahwa dari sisi target, Pendapatan Transfer pada TA 2021 

sampai dengan TA 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 

Rp49.089.324.801,00 atau turun sebesar 4,00%. Penurunan ini mencerminkan adanya 

penyesuaian kebijakan transfer dari Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada 

kemampuan fiskal daerah. Selanjutnya, pada periode TA 2022 sampai dengan TA 2023, 

target Pendapatan Transfer kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 

Rp125.725.535.772,00 atau 10,68%. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dan 

peningkatan alokasi transfer yang diterima daerah seiring dengan membaiknya kondisi fiskal 

nasional serta penyesuaian formula alokasi transfer. Tren peningkatan tersebut masih 

berlanjut pada periode TA 2023 sampai dengan TA 2024, dengan kenaikan target sebesar 

Rp74.415.547.531,00 atau 5,71%. Namun demikian, pada periode TA 2024 sampai dengan 

TA 2025, target Pendapatan Transfer kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan 

sebesar Rp28.415.636.599,00 atau 2,06%. Penurunan target ini menunjukkan adanya 

kembali penyesuaian kebijakan transfer Pemerintah Pusat, yang berimplikasi pada 

keterbatasan ruang fiskal daerah dalam perencanaan anggaran tahun berjalan. 

Sementara itu, dari sisi realisasi, Pendapatan Transfer pada periode TA 2021 sampai dengan 

TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.165.690.537,00 atau turun sebesar 0,51%. 

Pada periode berikutnya, yaitu TA 2022 sampai dengan TA 2023, realisasi Pendapatan 

Transfer meningkat sangat signifikan sebesar Rp81.028.157.285,00 atau 6,70%. 

Peningkatan realisasi ini mencerminkan optimalisasi penerimaan transfer serta realisasi 

alokasi transfer yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tren peningkatan 

realisasi tersebut masih berlanjut pada periode TA 2023 sampai dengan TA 2024, dengan 

kenaikan sebesar Rp61.718.374.973,00 atau 4,78%. Akan tetapi, pada periode TA 2024 

sampai dengan TA 2025, realisasi Pendapatan Transfer kembali mengalami penurunan yang 

cukup signifikan sebesar Rp31.213.897.762,00 atau 2,31%. 
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Berkurangnya realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 

terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat yang 

sangat signifikan, yaitu sebesar Rp60.250.096.709,00 atau turun sebesar 4,71%. Penurunan 

tersebut terjadi meskipun pada saat yang sama penerimaan dari Transfer Antar Daerah 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp29.036.198.947,00 atau 

meningkat sebesar 40,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan Transfer Antar 

Daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi penurunan Transfer dari Pemerintah Pusat 

dalam struktur Pendapatan Transfer daerah secara keseluruhan. 

Penurunan target dan realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2025 tersebut berimplikasi 

langsung terhadap ketersediaan ruang fiskal daerah, khususnya dalam menjaga 

keseimbangan alokasi anggaran antar berbagai kebutuhan belanja daerah di tengah 

peningkatan alokasi belanja wajib dan pemenuhan SPM. Kondisi ini menuntut Pemerintah 

Daerah untuk melakukan penyesuaian skala prioritas belanja secara lebih selektif agar tetap 

sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan dasar 

masyarakat. 

Meskipun penerimaan dari Transfer Antar Daerah pada TA 2025 menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan, secara agregat peningkatan tersebut belum mampu menutup 

penurunan Transfer dari Pemerintah Pusat yang menjadi komponen dominan dalam struktur 

Pendapatan Transfer daerah. Hal ini menegaskan bahwa tingkat ketergantungan fiskal 

daerah terhadap kebijakan transfer Pemerintah Pusat masih relatif tinggi, sehingga 

perubahan kebijakan dan kapasitas fiskal nasional berpotensi menimbulkan volatilitas dalam 

perencanaan dan pelaksanaan APBD. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah perlu terus mendorong penguatan 

perencanaan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan ketepatan proyeksi pendapatan, 

serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Disamping itu, penajaman prioritas program dan kegiatan, 

serta pengendalian belanja yang kurang memberikan nilai tambah menjadi kebutuhan yang 

tidak dapat dihindari. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memitigasi risiko fiskal 

akibat fluktuasi Pendapatan Transfer serta menjaga kesinambungan pendanaan 

pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. 

 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Perkembangan target dan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

selama TA 2021 sampai dengan TA 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel III.4. dan Grafik 

III.3. menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, yang terutama dipengaruhi oleh 

perubahan kebijakan penganggaran serta pergeseran klasifikasi akun pendapatan tertentu. 

Tabel III.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021-2025 

(dalam rupiah) 

TA  Target  Realisasi     
Perkembangan  

Target Realisasi 

2021  53.669.055.828,00   52.326.232.732,00   (5.376.944.171,80)  (5.025.497.268,00) 

2022  2.000.000.000,00   2.005.511.000,00  (51.669.055.828,00)  (50.320.721.732,00) 

2023  3.100.000.000,00   3.082.000.000,00   1.100.000.000,00   1.076.489.000,00  

2024 16.205.372.652,00 12.441.166.103,00 13.105.372.652,00 9.359.166.103,00 

2025  17.538.340.000,00   13.424.291.556,00   1.332.967.348,00   983.125.453,00  

Sumber: BPKAD Kab. Merangin 
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Grafik III.3. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021-2025 
(dalam miliar rupiah) 

 
Sumber:  BPKAD Kab. Merangin 

Dari sisi target anggaran, pada periode TA 2021 sampai dengan TA 2022 terjadi penurunan 

yang sangat signifikan sebesar Rp51.669.055.828,00 atau 96,27%. Penurunan tersebut 

bukan mencerminkan melemahnya kapasitas fiskal daerah, melainkan merupakan dampak 

dari perubahan struktur nomenklatur pendapatan, khususnya Dana BOS yang sebelumnya 

dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Hibah dan selanjutnya diklasifikasikan sebagai Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik. Dengan demikian, penurunan target pada periode tersebut bersifat 

administratif dan kebijakan, bukan penurunan kinerja substantif. 

Pada periode TA 2022 sampai dengan TA 2023, target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 

Sah kembali meningkat sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 55,00%, yang menunjukkan mulai 

stabilnya basis penganggaran pasca penyesuaian klasifikasi. Selanjutnya, pada TA 2023 

hingga TA 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp13.105.372.652,00 

atau 422,75%, seiring dengan semakin terakomodasinya jenis-jenis penerimaan tertentu 

dalam akun ini. Sementara itu, pada periode TA 2024 hingga TA 2025, target anggaran 

masih mengalami peningkatan sebesar Rp1.332.967.348,00 atau 8,23%, meskipun dengan 

laju pertumbuhan yang lebih moderat. 

Dari sisi realisasi penerimaan, pola yang relatif serupa juga terlihat. Pada periode TA 2021 

sampai dengan TA 2022, realisasi mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 

Rp50.320.721.732,00 atau 96,17%, yang selaras dengan penurunan target akibat 

perubahan klasifikasi Dana BOS. Selanjutnya, pada periode TA 2022 hingga TA 2023, 

realisasi kembali meningkat sebesar Rp1.076.489.000,00 atau 53,68%. Peningkatan yang 

lebih tajam terjadi pada TA 2023 hingga TA 2024 sebesar Rp9.359.166.103,00 atau 

303,67%, mencerminkan peningkatan penerimaan yang dicatat pada akun ini. Adapun pada 

periode TA 2024 hingga TA 2025, realisasi masih menunjukkan tren positif dengan 

peningkatan sebesar Rp983.125.453,00 atau 7,90%. 

Pada TA 2025, akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain digunakan untuk 

menampung Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan dan Pengesahan 

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. 

Secara umum, perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 

tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor kebijakan 

dan penyesuaian klasifikasi akuntansi dibandingkan oleh perubahan kinerja pemungutan. 

Oleh karena itu, ke depan diperlukan evaluasi dan penajaman perencanaan serta 

penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, guna meningkatkan akurasi proyeksi 

pendapatan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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III.1.2 Realisasi Belanja Daerah 

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah pada TA 2025, Belanja Daerah 

Pemerintah Kabupaten Merangin dialokasikan sebesar Rp1.602.356.191.471,00 dan 

direalisasikan sebesar Rp1.439.530.978.836,65 atau 89,84%, sehingga masih terdapat sisa 

anggaran Belanja Daerah sebesar Rp162.825.212.634,35. Tingkat realisasi tersebut 

menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan belanja daerah telah berjalan cukup efektif, 

meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi penyerapan anggaran. 

Diagram III.1. Distribusi Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Merangin TA 2024 

  
Sumber:  BPKAD Kab. Merangin 

Berdasarkan Diagram III.1., struktur Belanja Daerah TA 2025 masih didominasi oleh Belanja 

Operasi dengan porsi sebesar 69,67% dari total APBD. Komposisi tersebut mencerminkan 

bahwa kebijakan belanja daerah masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional 

pemerintahan, termasuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dilihat dari perspektif kualitas belanja, 

dominasi Belanja Operasi ini mencerminkan adanya keterbatasan ruang fiskal dalam mendorong 

penguatan belanja yang bersifat investasi jangka menengah dan panjang, khususnya Belanja 

Modal sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik 

masih relatif terbatas. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten 

Merangin, mengingat tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan dan 

percepatan pembangunan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.  

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin tetap berupaya mengarahkan Belanja 

Operasi agar tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mendukung pencapaian 

kinerja dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini tercermin dari capaian 

indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab. II, yang menunjukkan bahwa alokasi 

belanja, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja pegawai pada sektor layanan dasar, 

telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja daerah.  

Belanja Operasi pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.128.945.037.716,00 dan direalisasikan 

sebesar Rp1.002.863.149.846,65 atau 88,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

anggaran operasional telah terserap, namun masih diperlukan upaya penguatan kualitas belanja 

agar peningkatan serapan anggaran dapat secara lebih nyata diikuti oleh peningkatan kualitas 

layanan publik dan efisiensi kinerja perangkat daerah.  

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 

Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Hibah, sebagaimana disajikan pada Tabel III.5. 
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Tabel III.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 

(dalam rupiah) 

No. Uraian Alokasi 2025 Realisasi 2025 %  Realisasi 2024 

1. Belanja Pegawai  761.945.050.847,00   669.341.181.348,00  87,85  591.839.454.626,00  

2. Belanja Barang dan Jasa  332.390.476.677,00  299.311.910.309,65 90,05  336.876.303.542,96  

3. Belanja Subsidi  547.105.000,00   547.048.150,00  99,99 0,00 

4. Belanja Hibah  34.062.405.192,00   33.663.010.039,00  98,83  67.876.911.370,00  

Jumlah  1.128.945.037.716,00  1.002.863.149.846,65 88,83 996.592.669.538,96  

Sumber:  BPKAD Kab. Merangin 

Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam Belanja Operasi dengan realisasi 

sebesar 87,85%, yang menunjukkan tingginya kebutuhan pembiayaan aparatur dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kondisi ini menuntut kebijakan pengelolaan 

kepegawaian yang semakin efektif dan berorientasi pada kinerja, agar belanja pegawai benar-

benar memberikan nilai tambah terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 90,05% dan berperan langsung 

dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Namun 

demikian, efektivitas belanja ini perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan kegiatan yang 

lebih tepat sasaran dan pengendalian pelaksanaan yang lebih ketat, sehingga setiap rupiah 

belanja benar-benar berdampak pada capaian kinerja daerah. 

Belanja Subsidi dan Belanja Hibah menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi, yang 

mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi komitmen belanja yang telah 

ditetapkan. 

Tabel III.6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 

(dalam rupiah) 

No. Uraian Alokasi 2025 Realisasi 2025 %  Realisasi 2024 

1. Belanja Modal Tanah 0,00 0,00  0,00 0,00 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  37.115.050.316,00   29.284.803.352,00  78,90  43.409.708.584,00  

3. Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

 64.445.508.721,00   61.498.571.947,00  95,43  62.655.071.883,00  

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi 

 66.664.032.526,00   62.235.254.237,00  93,36  83.315.634.140,00  

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  5.330.041.320,00   5.227.396.366,00  98,07  3.837.445.925,00  

6. Belanja Modal Aset Lainnya  40.000.000,00   38.961.000,00  97,40  409.475.000,00  

Jumlah 173.594.632.883,00  158.284.986.902,00  91,18 193.627.335.532,00 

Sumber: BPKAD Kab. Merangin 

Belanja Modal pada TA 2025 dialokasikan sebesar Rp173.594.632.883,00 dan direalisasikan 

sebesar Rp158.284.986.902,00 atau 91,18%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan aset daerah relatif berjalan dengan baik. 

Belanja Modal terutama diarahkan pada pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan 

gedung dan bangunan, serta pembangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang mendukung fungsi 

pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan daerah, sebagaimana dirinci pada Tabel III.6. 

Meskipun demikian, dibandingkan dengan Belanja Operasi, proporsi Belanja Modal masih relatif 

kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah ke depan masih perlu diarahkan 

pada penguatan belanja yang bersifat produktif dan berdampak jangka panjang guna 

meningkatkan kualitas layanan publik dan daya dukung pembangunan daerah. Hal ini menjadi 

tantangan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk secara bertahap meningkatkan 

porsi belanja yang bersifat produktif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi 

daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Belanja Tidak Terduga TA 2025 dialokasikan sebesar Rp4.256.212.782,00 dan direalisasikan 

sebesar Rp1.557.055.984,00 atau 36,58%. Rendahnya tingkat realisasi Belanja Tidak Terduga 

ini disebabkan karena penggunaannya bersifat sangat selektif dan hanya dimanfaatkan untuk 

kebutuhan tertentu, yaitu pengembalian sisa bantuan keuangan periode tahun sebelumnya 

kepada Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 

376/BPKAD/2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana 

Bantuan Keuangan Kelurahaan dan Bantuan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya Pemerintah 

Provinsi Jambi TA 2017 s.d. 2021, tanggal 2 Desember 2025. 

Selain itu, pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Merangin juga mengalokasikan Belanja 

Transfer kepada Pemerintah Desa sebesar Rp295.560.308.090,00 dengan realisasi sebesar 

Rp276.825.786.104,00 atau 93,66%. Realisasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah 

daerah dalam mendukung pendanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta 

pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan 

penguatan ekonomi lokal.. Belanja Transfer ini terdiri atas: 

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan alokasi sebesar Rp7.412.127.400,00 dan terealisasi 

sebesar Rp6.644.945.872,00 atau 89,65% berupa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; dan 

2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/ Bantuan Keuangan sebesar Rp288.148.180.690,00 

dan terealisasi 93,76% atau Rp270.180.840.232,00 berupa transfer Dana Desa dari 

Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bantuan 

Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi. 

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada TA 2025 didukung oleh 55 (lima puluh lima) 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai Entitas Akuntansi dan menyusun 

Laporan Keuangan SKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), selain 

sebagai Entitas Akuntansi, juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SKPKD) yang menjalankan fungsi Entitas Pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan 

keuangan seluruh SKPD, BLUD, dan BUMD menjadi LKPD Kabupaten Merangin.  

 

III.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah merupakan pos anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran 

melalui pemanfaatan surplus anggaran tahun sebelumnya. Pada TA 2025, Penerimaan 

Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp81.693.670.816,00 yang seluruhnya bersumber dari SiLPA 

TA 2024. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tercatat sebesar Rp81.693.670.814,85 atau 

mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan, dengan selisih yang tidak material akibat 

pembulatan. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan 

pada TA 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan daerah difokuskan 

sepenuhnya pada optimalisasi pemanfaatan SiLPA tanpa disertai pembentukan pengeluaran 

pembiayaan baru. 

Dengan demikian, Pembiayaan Netto TA 2025 tercatat sebesar Rp81.693.670.814,85. Nilai 

tersebut meningkat sebesar Rp4.502.755.394,55 atau 5,83% dibandingkan realisasi 

Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp77.190.915.420,30. Peningkatan ini mencerminkan 

bertambahnya kapasitas pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA, sekaligus 

menunjukkan masih terbatasnya ruang fiskal yang dapat dikelola melalui mekanisme 

pembiayaan selain pemanfaatan surplus anggaran. 
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Tabel III.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025 

(dalam rupiah) 

No. Uraian Target 2025 Realisasi 2025 % Realisasi 2024 

1. Penerimaan Pembiayaan  81.693.670.816,00   81.693.670.814,85  100,00  79.190.915.420,30  

2. Pengeluaran Pembiayaan  0,00   0,00 - 2.000.000.000,00 

Jumlah 81.693.670.816,00 81.693.670.814,85 100,00 77.190.915.420,30 

Sumber: BPKAD Kab. Merangin 

 

III.2 Capaian Kinerja Program dan Keuangan Pemerintah 

Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing program yang diukur berdasarkan nilai 

anggaran yang direncanakan dan realisasinya diuraikan sebagai berikut: 

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp959.713.108.706,00, terealisasi sebesar 

Rp858.000.694.593,65 atau 89,40%, dengan program prioritas sebagai berikut: 

1) Bidang Pendidikan 

Belanja Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2025 dialokasikan 

sebesar Rp528.280.195.820,00 dan direalisasikan sebesar Rp471.027.796.789,00 atau 

89,16%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.8. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2025 

  (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

90.083.000,00  66.115.150,00  73,39  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 408.282.630.858,00  363.680.849.127,00  89,08  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

24.907.500,00  24.740.500,00  99,33  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.096.400,00  111.034.476,00  88,06  

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

376.768.000,00  343.558.570,00  91,19  

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

80.500.000,00  77.496.700,00  96,27  

7. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 68.475.550.830,00  63.818.710.632,00  93,20  

8. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32.385.351.961,00  26.775.479.557,00  82,68  

9. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15.552.539.271,00  13.415.848.777,00  86,26  

10. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.742.410.000,00  2.654.513.800,00  96,79  

11. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 119.055.500,00  59.449.500,00  49,93  

12. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 

24.302.500,00  0,00  0,00  

Jumlah 528.280.195.820,00  471.027.796.789,00  89,16  

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja pendidikan diarahkan untuk pemenuhan 

Mandatory Spending serta penyelenggaraan layanan dasar pendidikan sesuai SPM. Fokus 

utama anggaran berada pada Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan 

alokasi sebesar Rp68.475.550.830,00 dan realisasi Rp63.818.710.632,00 atau 93,20%, 

serta Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi 

Rp32.385.351.961,00 dan realisasi Rp26.775.479.557,00 atau 82,68%. Selanjutnya, 

Program Pengelolaan PAUD dialokasikan sebesar Rp15.552.539.271,00 dan direalisasikan 

Rp13.415.848.777,00 atau 86,26%, sementara Program Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan dialokasikan sebesar Rp2.742.410.000,00 dengan realisasi 

Rp2.654.513.800,00 atau 96,79%, sebagai bagian dari pemenuhan layanan pendidikan 

dasar kepada masyarakat. 
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Secara keseluruhan, komposisi dan realisasi belanja pendidikan TA 2025 menunjukkan 

bahwa kebijakan anggaran lebih diarahkan pada pemeliharaan dan keberlangsungan 

layanan pendidikan dasar, sementara program-program yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya pendidikan masih memerlukan 

penguatan dari sisi perencanaan maupun implementasi. 

2) Bidang Kesehatan 

Belanja Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan TA 2025 dialokasikan sebesar 

Rp301.331.411.594,00 dan direalisasikan sebesar Rp266.032.818.091,65 atau 88,29%, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.9. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

123.500.000,00  118.461.000,00  95,92  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 126.896.288.237,00  112.421.445.032,00  88,59  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 89.500.000,00  89.044.102,00  99,49  

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 
Daerah 

10.000.000,00  9.675.000,00  96,75  

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000,00  74.138.000,00  98,85  

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 855.800.000,00  438.976.291,00  51,29  

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

9.242.000.000,00  8.397.243.997,00  90,86  

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

583.720.991,00  475.012.172,00  81,38  

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

434.500.000,00  222.684.234,00  51,25  

10. Peningkatan Pelayanan BLUD 56.860.312.489,00  54.802.144.084,00 96,38 

11. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

28.519.936.608,00  25.470.156.503,00  89,31  

12. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

75.408.077.969,00  61.368.431.993,65  81,38  

13. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 
Terintegrasi 

40.000.000,00  39.558.884,00  98,90  

14. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

78.333.000,00  53.436.200,00  68,22  

15. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

3.500.000,00  3.500.000,00  100,00  

16. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

18.000.000,00  18.000.000,00  100,00  

17. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

1.277.709.000,00  1.277.159.000,00  99,96  

18. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

6.500.000,00  6.500.000,00  100,00  

19. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk 
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat 
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 

55.500.000,00  55.144.800,00  99,36  

20. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post 
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman 
Industri Rumah Tangga 

133.712.000,00  133.652.349,00  99,96  

21. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran 
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

140.700.000,00  123.168.000,00  87,54  

22. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

11.250.000,00  11.250.000,00  100,00  

23. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

467.571.300,00  424.036.450,00  90,69  

Jumlah 301.331.411.594,00  266.032.818.091,65 88,29 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 
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Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja kesehatan diarahkan untuk 

penyelenggaraan SPM. Fokus utama anggaran berada pada Program Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi 

sebesar Rp75.408.077.969,00 dan realisasi Rp61.368.431.993,65 atau 81,38%, serta 

Program Peningkatan Pelayanan BLUD dengan alokasi Rp56.860.312.489,00 dan realisasi 

Rp54.802.144.084,00 atau 96,38%. Selain itu, Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 

Rp28.519.936.608,00 dengan realisasi Rp25.470.156.503,00 atau 89,31%, yang 

mendukung pemenuhan layanan kesehatan dasar pada fasilitas pelayanan kesehatan 

daerah. 

Program-program pendukung lainnya, termasuk penguatan sistem informasi kesehatan, 

perizinan fasilitas dan tenaga kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, 

serta kegiatan promotif dan preventif, menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi dan 

berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan layanan kesehatan dasar. 

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Belanja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang TA 2025 dialokasikan sebesar Rp96.885.749.573,00 dan direalisasikan 

sebesar Rp93.185.057.982,00 atau 96,18%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.10. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

43.976.000,00  43.956.000,00  99,95  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.658.323.398,00  9.173.923.363,00  86,07  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.890.000,00  20.620.000,00  98,71  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 572.055.850,00  562.928.807,00  98,40  

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

126.910.000,00  122.721.600,00  96,70  

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.445.000,00  170.851.324,00  75,78  

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

357.870.250,00  349.761.050,00  97,73  

8. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 
Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

484.000.000,00  464.080.350,00  95,88  

9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 

12.251.456.000,00  12.181.514.625,00  99,43  

10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

115.337.000,00  114.367.500,00  99,16  

11. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 

6.790.911.000,00  6.733.899.535,00  99,16  

12. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 
di Daerah Kabupaten/Kota 

12.130.225.000,00  12.026.006.800,00  99,14  

13. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 52.471.750.075,00  50.596.106.565,00  96,43  

14. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 257.727.500,00  245.680.080,00  95,33  

15. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

7.029.500,00  7.029.500,00  100,00  

16. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan 
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 

24.843.000,00  24.839.120,00  99,98  

17. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 

244.530.000,00  244.353.327,00  99,93  

18. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

78.034.000,00  77.991.536,00  99,95  

19. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

24.436.000,00  24.426.900,00  99,96  

Jumlah 96.885.749.573,00  93.185.057.982,00  96,18  

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 
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Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja difokuskan pada pemenuhan Mandatory 

Spending serta penyelenggaraan SPM, khususnya pada layanan infrastruktur dasar. Fokus 

utama anggaran berada pada Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan 

alokasi sebesar Rp52.471.750.075,00 dan realisasi Rp50.596.106.565,00 atau 96,43%. 

Selain itu, anggaran juga dialokasikan secara signifikan pada Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp12.251.456.000,00 

dengan realisasi Rp12.181.514.625,00 atau 99,43%, serta Program Penyelenggaraan 

Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar Rp12.130.225.000,00 dengan realisasi 

Rp12.026.006.800,00 atau 99,14%, sebagai bagian dari pemenuhan layanan dasar 

permukiman.  

Program pendukung lainnya, termasuk pengelolaan sistem irigasi, drainase, bangunan 

gedung, jasa konstruksi, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, 

menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan berfungsi sebagai penunjang 

penyelenggaraan layanan infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku. 

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Belanja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman TA 2025 dialokasikan sebesar Rp5.247.913.228,00 dan 

direalisasikan sebesar Rp4.725.375.611,00 atau 90,04%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.11. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 

  (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

22.364.650,00  20.019.650,00  89,51  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.936.618.053,00  3.462.236.186,00  87,95  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00  4.985.000,00  99,70  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.945.775,00  142.723.058,00  99,84  

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

577.719.000,00  563.783.824,00  97,59  

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

89.500.000,00  75.831.600,00  84,73  

7. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

39.570.000,00  36.645.000,00  92,61  

8. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau 
Rumah Khusus 

376.847.000,00  363.092.735,00  96,35  

9. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan 

13.407.000,00  13.177.000,00  98,28  

10. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) 
Ha 

22.344.000,00  22.087.058,00  98,85  

11. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

14.000.000,00  13.492.500,00  96,38  

12. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 7.597.750,00  7.302.000,00  96,11  

Jumlah 5.247.913.228,00 4.725.375.611,00 90,04 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja diarahkan untuk pemenuhan kewajiban 

pelayanan dasar sektor perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan Mandatory 

Spending dan SPM. Fokus anggaran berada pada Program Pembinaan Pengelolaan Rumah 

Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan alokasi sebesar Rp376.847.000,00 dan 

realisasi Rp363.092.735,00 atau 96,35%. Selain itu, anggaran juga dialokasikan pada 

Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota sebesar Rp39.570.000,00 dengan realisasi Rp36.645.000,00 atau 

92,61%, serta program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan tingkat realisasi di atas 96%, sebagai bagian dari upaya pemenuhan layanan dasar 

permukiman layak. 
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Program-program pendukung lainnya, termasuk penyelenggaraan prasarana, sarana dan 

utilitas (PSU) perumahan serta perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan, 

menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi dan berfungsi sebagai penunjang 

penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman. 

5) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

Belanja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat TA 

2025 dialokasikan sebesar Rp22.692.962.283,00 dan direalisasikan sebesar 

Rp19.048.298.339,00 atau 83,94%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.12. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

81.898.850,00  78.695.750,00  96,09  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.502.154.151,00  10.171.770.045,00  75,33  

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.489.400,00  468.845.270,00  99,23  

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

374.380.000,00  367.735.000,00  98,23  

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

421.560.000,00  384.126.206,00  91,12  

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

505.065.000,00  477.145.670,00  94,47  

7. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

2.742.698.500,00  2.581.088.492,00  94,11  

8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali Kota 

164.345.000,00  151.800.500,00  92,37  

9. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Kabupaten/Kota 

5.310.000,00  5.000.000,00  94,16  

10. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

533.517.040,00  511.646.609,00  95,90  

11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 30.739.950,00  30.739.200,00  100,00  

12. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 19.850.550,00  19.760.550,00  99,55  

13. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, 
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

3.798.828.842,00  3.759.820.047,00  98,97  

14. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 21.750.000,00  21.750.000,00  100,00  

15. Investigasi Kejadian Kebakaran 3.375.000,00  3.375.000,00  100,00  

16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 15.000.000,00  15.000.000,00  100,00  

Jumlah 22.692.962.283,00 19.048.298.339,00 83,94 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja diarahkan untuk pemenuhan kewajiban 

pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

sesuai ketentuan Mandatory Spending dan SPM. Fokus anggaran berada pada Program 

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi sebesar 

Rp2.742.698.500,00 dan realisasi Rp2.581.088.492,00 atau 94,11%, serta Program 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran 

dengan alokasi Rp3.798.828.842,00 dan realisasi Rp3.759.820.047,00 atau 98,97%. Selain 

itu, anggaran juga dialokasikan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, 

serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan tingkat realisasi di 

atas 95%, sebagai bagian dari pemenuhan layanan dasar perlindungan masyarakat. 

Belanja pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum didistribusikan pada: 

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp8.997.173.705,00 atau 

39,65% dari alokasi total Bidang dan terealisasi sebesar Rp7.707.346.986,00 atau 

85,66%; 
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2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.293.775.015,00 atau 14,51% dari 

alokasi total Bidang dan terealisasi sebesar Rp2.803.901.042,00 atau 85,13%; dan 

3. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp10.402.013.563,00 atau 45,84% dari alokasi 

total Bidang dan terealisasi sebesar Rp8.537.050.311,01 atau 82,07%. 

Secara keseluruhan, realisasi belanja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat TA 2025 menunjukkan dukungan anggaran terhadap 

penyelenggaraan layanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat. 

6) Bidang Sosial 

Belanja Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

TA 2025 dialokasikan sebesar Rp5.274.876.208,00 dan direalisasikan sebesar 

Rp4.360.066.378,00 atau 82,66%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.13. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

58.289.000,00  58.289.000,00  100,00  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.086.400.158,00  3.212.665.718,00  78,62  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.124.000,00  4.124.000,00  57,89  

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.899.000,00  269.899.000,00  100,00  

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.318.000,00  215.688.000,00  99,71  

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

61.000.000,00  60.910.000,00  99,85  

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.520.000,00  52.524.966,00  98,14  

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

178.050.000,00  177.154.700,00  99,50  

9. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 65.822.000,00  63.410.000,00  96,34  

10. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota 

54.462.500,00  53.344.100,00  97,95  

11. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial 

57.170.000,00  51.368.494,00  89,85  

12. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

78.721.550,00  78.604.450,00  99,85  

13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota 

64.460.000,00  40.590.750,00  62,97  

14. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota 

23.640.000,00  21.493.200,00  90,92  

Jumlah 5.274.876.208,00 4.360.066.378,00 82,66 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja diarahkan untuk pemenuhan kewajiban 

pelayanan dasar bidang sosial sesuai ketentuan Mandatory Spending dan SPM. Fokus 

anggaran berada pada Program Rehabilitasi Sosial Dasar bagi penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti 

sosial dengan alokasi sebesar Rp57.170.000,00 dan realisasi Rp51.368.494,00 atau 89,85%. 

Selain itu, anggaran juga dialokasikan pada Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dengan tingkat 

realisasi di atas 96%, serta Program Pengelolaan Data Fakir Miskin dengan realisasi 99,85%, 

sebagai bagian dari dukungan terhadap penajaman sasaran pelayanan sosial. Sementara itu, 

Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial direalisasikan sebesar 62,97%, 

yang mempengaruhi tingkat realisasi belanja Bidang Sosial secara keseluruhan. 
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Secara keseluruhan, realisasi belanja Bidang Sosial TA 2025 menunjukkan dukungan anggaran 

terhadap penyelenggaraan layanan dasar sosial sesuai ketentuan, meskipun terdapat program 

tertentu dengan tingkat realisasi yang belum optimal. 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar  

Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib yang 

Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp91.862.852.394,00 terealisasi 

sebesar Rp82.080.803.441,00 atau 89,35%, dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut: 

1) Bidang Tenaga Kerja 

Belanja Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja TA 2025 dialokasikan sebesar Rp68.302.450,00 dan direalisasikan 

sebesar Rp68.138.150,00 atau 99,76%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.14. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 40.423.000,00  40.265.700,00  99,61  

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 8.859.250,00  8.859.250,00  100,00  

3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 7.282.500,00  7.275.500,00  99,90  

4. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 
Kabupaten/Kota 

11.737.700,00  11.737.700,00  100,00  

Jumlah 68.302.450,00 68.138.150,00 99,76 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja terutama digunakan untuk pelaksanaan 

pelatihan kerja dan fasilitasi hubungan industrial. Alokasi terbesar terdapat pada Program 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebesar Rp40.423.000,00 dengan 

realisasi Rp40.265.700,00 atau 99,61%. Selain itu, anggaran dialokasikan pada Pembinaan 

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, serta Pencegahan 

dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang seluruhnya menunjukkan tingkat 

realisasi sangat tinggi, dengan dua program terealisasi 100%.  

Secara keseluruhan, realisasi belanja Bidang Tenaga Kerja TA 2025 menunjukkan 

pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, dengan deviasi anggaran yang sangat 

minimal. 

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Belanja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA 2025 dialokasikan sebesar 

Rp381.834.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp374.594.010,00 atau 98,10%, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel III.15. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

121.500.000,00  120.873.000,00  99,48  

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

42.180.000,00  42.097.000,00  99,80  

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

22.110.000,00  22.013.000,00  99,56  
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No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

4. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

107.630.000,00  103.217.510,00  95,90  

5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

3.864.000,00  3.864.000,00  100,00  

6. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender 
dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

7.700.000,00  7.614.000,00  98,88  

7. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, 
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

28.055.000,00  27.577.000,00  98,30  

8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

48.795.000,00  47.338.500,00  97,02  

Jumlah 381.834.000,00 374.594.010,00 98,10 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Komposisi anggaran menunjukkan bahwa belanja difokuskan pada pelembagaan 

pengarusutamaan gender dan penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak. 

Alokasi terbesar terdapat pada Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 

sebesar Rp121.500.000,00 dengan realisasi Rp120.873.000,00 atau 99,48%, serta 

Program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 

sebesar Rp107.630.000,00 dengan realisasi Rp103.217.510,00 atau 95,90%. Program 

lainnya, termasuk pemberdayaan perempuan lintas sektor, penguatan kelembagaan 

layanan perempuan dan anak, serta pengelolaan data gender dan anak, menunjukkan 

tingkat realisasi yang tinggi dan relatif merata.  

Secara keseluruhan, realisasi belanja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak TA 2025 menunjukkan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, dengan deviasi 

anggaran yang terbatas. 

3) Bidang Pangan 

Belanja Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan TA 2025 dialokasikan sebesar 

Rp3.248.187.883,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.821.535.623,00 atau 86,86%, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel III.16. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

29.005.000,00  29.005.000,00  100,00  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.295.108.933,00  1.892.375.684,00  82,45  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.110.000,00  7.098.000,00  99,83  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.222.500,00  65.106.300,00  99,82  

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

29.840.250,00  29.358.150,00  98,38  

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 252.787.500,00  243.111.110,00  96,17  

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

38.250.000,00  35.999.100,00  94,12  

8. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota 
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

43.180.000,00  42.035.600,00  97,35  

9. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 

14.815.000,00  14.576.600,00  98,39  

10. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 
Kecamatan 

6.922.000,00  6.022.000,00  87,00  

11. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

448.329.500,00  441.143.854,00  98,40  

12. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

17.617.200,00  15.704.225,00  89,14  

Jumlah 3.248.187.883,00 2.821.535.623,00 86,86 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 
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Realisasi belanja pada program-program substantif yang meliputi stabilisasi pasokan dan 

harga pangan, pencapaian target konsumsi pangan, penanganan kerawanan pangan, 

penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, serta pengawasan keamanan 

pangan segar, dengan tingkat realisasi umumnya berada di atas 95%, kecuali penyusunan 

peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang terealisasi sebesar 87,00%. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan belanja pada program substantif Bidang Pangan TA 2025 

menunjukkan tingkat serapan anggaran yang relatif tinggi dan konsisten dengan alokasi 

yang ditetapkan. 

4) Bidang Pertanahan 

Belanja Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025 

dialokasikan sebesar Rp39.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.848.650,00 atau 

98,35%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.17. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Tahun 2025 

         (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

13.800.000,00  13.349.250,00  96,73  

2. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 14.000.000,00  13.804.200,00  98,60  

3. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 
Kabupaten/Kota 

11.700.000,00  11.695.200,00  99,96  

Jumlah 39.500.000,00 38.848.650,00 98,35 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja tersebut mencakup kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan, 

inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, serta penggunaan tanah dalam satu 

hamparan wilayah kabupaten/kota, dengan tingkat realisasi masing-masing program 

berada pada kisaran 96,73% hingga 99,96%. 

5) Bidang Lingkungan Hidup 

Belanja Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup TA 2025 dialokasikan 

sebesar Rp16.230.211.877,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.264.635.875,00 atau 

94,05%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.18. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

19.955.000,00  19.938.750,00  99,92  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.779.925.175,00  4.120.865.065,00  86,21  

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.854.323,00  166.818.823,00  99,98  

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

87.000.000,00  86.802.000,00  99,77  

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

682.827.820,00  670.670.334,00  98,22  

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

117.490.000,00  105.243.300,00  89,58  

7. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

505.016.080,00  494.949.610,00  98,01  

8. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.069.205.000,00  1.978.765.981,00  95,63  

9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

470.822.500,00  468.041.500,00  99,41  

10. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait 
dengan PPLH 

21.345.000,00  21.169.500,00  99,18  
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No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

11. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

18.913.679,00  17.913.450,00  94,71  

12. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

16.111.500,00  16.051.900,00  99,63  

13. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 

15.015.000,00  14.962.000,00  99,65  

14. Pengelolaan Sampah 7.259.730.800,00  7.082.443.662,00  97,56  

Jumlah 16.230.211.877,00 15.264.635.875,00 94,05 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja difokuskan pada pelaksanaan program substantif, meliputi pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, 

pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan berizin lingkungan, peningkatan 

kapasitas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal terkait PPLH, pendidikan dan 

penyuluhan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH, serta 

pengelolaan sampah. Tingkat realisasi program-program tersebut berada pada kisaran 

94,71% hingga 99,65%, dengan realisasi terbesar pada Program Pengelolaan Sampah 

sebesar Rp7.082.443.662,00 atau 97,56% dari anggaran. 

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

Belanja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil TA 2025 dialokasikan sebesar Rp5.063.016.317,00 dan direalisasikan 

sebesar Rp4.159.119.982,00 atau 82,15%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.19. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

17.061.500,00  17.061.500,00  100,00  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.357.235.792,00  2.497.164.927,00  74,38  

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 515.676.500,00  508.650.055,00  98,64  

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

137.720.000,00  137.440.700,00  99,80  

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.006.775,00  448.585.920,00  94,04  

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

86.132.500,00  85.960.000,00  99,80  

7. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 141.669.500,00  141.526.650,00  99,90  

8. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 26.406.000,00  25.973.300,00  98,36  

9. Pelayanan Pencatatan Sipil 161.273.750,00  161.224.350,00  99,97  

10. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan 

112.247.000,00  104.946.000,00  93,50  

11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

30.587.000,00  30.586.580,00  100,00  

Jumlah 5.063.016.317,00 4.159.119.982,00 82,15 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja digunakan untuk mendukung pelaksanaan program substantif urusan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pelayanan pendaftaran 

penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Tingkat realisasi program-program 

substantif tersebut berada pada kisaran 93,50% hingga 100,00%, dengan capaian 

tertinggi pada pelayanan pencatatan sipil dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan. 
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7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Desa TA 2025 dialokasikan sebesar Rp8.575.236.849,00 dan direalisasikan sebesar 

Rp7.570.451.255,00 atau 88,28%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.20. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

44.997.600,00  44.895.500,00  99,77  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.768.780.803,00  3.070.996.010,00  81,49  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000,00  7.200.000,00  100,00  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.390.000,00  158.307.130,00  99,32  

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

71.610.000,00  71.069.000,00  99,24  

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 390.450.000,00  321.917.511,00  82,45  

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

95.000.000,00  91.018.900,00  95,81  

8. Penyelenggaraan Penataan Desa 7.400.000,00  4.343.200,00  58,69  

9. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 9.091.000,00  8.386.000,00  92,25  

10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa 

2.998.172.646,00  2.804.647.105,00  93,55  

11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di 
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat 
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang 
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 

1.023.144.800,00  987.670.899,00  96,53  

Jumlah 8.575.236.849,00 7.570.451.255,00 88,28 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja digunakan untuk mendukung pelaksanaan program substantif urusan 

pemberdayaan masyarakat desa, yang meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi 

kerja sama antar desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga 

adat. Tingkat realisasi program substantif tersebut berada pada kisaran 58,69% hingga 

96,53%, dengan realisasi terendah pada penyelenggaraan penataan desa, dan realisasi 

relatif tinggi pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. 

8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Belanja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2025 dialokasikan sebesar Rp15.820.206.604,00 

dan direalisasikan sebesar Rp12.776.974.014,00 atau 80,76%, dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel III.21. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

29.300.000,00  29.300.000,00  100,00  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.015.028.604,00  5.055.247.194,00  84,04  

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.400.000,00  73.810.702,00  90,68  

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

136.664.000,00  115.396.371,00  84,44  

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

54.240.000,00  45.588.400,00  84,05  

6. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota 

20.550.000,00  19.566.000,00  95,21  
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No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

7. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai 
Kearifan Budaya Lokal 

2.154.865.000,00  1.368.614.260,00  63,51  

8. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan 
KB (PKB/PLKB) 

1.712.980.000,00  1.337.660.000,00  78,09  

9. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten/Kota 

2.670.235.000,00  2.170.512.387,00  81,29  

10. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

2.831.400.000,00  2.460.518.000,00  86,90  

11. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

113.544.000,00  100.760.700,00  88,74  

Jumlah 15.820.206.604,00 12.776.974.014,00 80,76 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja difokuskan pada pelaksanaan program substantif urusan pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, yang meliputi pemetaan perkiraan pengendalian 

penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan 

KB, pendayagunaan tenaga penyuluh KB, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat 

kontrasepsi serta pelayanan KB, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam 

pembinaan kesertaan ber-KB, serta pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga. Tingkat realisasi program substantif tersebut berada pada 

kisaran 63,51% hingga 95,21%, dengan realisasi terendah pada pelaksanaan KIE 

pengendalian penduduk dan KB, dan realisasi relatif lebih tinggi pada pemetaan 

pengendalian penduduk serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam 

pembinaan kesertaan ber-KB. 

9) Bidang Perhubungan 

Belanja Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan TA 2025 dialokasikan sebesar 

Rp9.859.940.861,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.913.760.095,00 atau 90,40%, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel III.22. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

18.533.000,00  18.533.000,00  100,00  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.510.357.524,00  3.082.367.452,00  87,81  

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.195.000,00  133.024.876,00  99,87  

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

24.840.000,00  24.836.800,00  99,99  

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.297.074.975,00  3.794.770.002,00  88,31  

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

146.216.999,00  140.890.700,00  96,36  

7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.674.809.363,00  1.664.740.633,00  99,40  

8. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan 
Fasilitas Parkir 

33.434.000,00  33.258.000,00  99,47  

9. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 

21.480.000,00  21.338.632,00  99,34  

Jumlah 9.859.940.861,00 8.913.760.095,00 90,40 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja diarahkan pada pelaksanaan program substantif urusan perhubungan, 

meliputi penyediaan perlengkapan jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota, penerbitan 

izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pelaksanaan manajemen dan 

rekayasa lalu lintas. Program penyediaan perlengkapan jalan merupakan komponen 

belanja utama dengan tingkat realisasi 99,40%, sedangkan penerbitan izin fasilitas parkir 
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dan manajemen serta rekayasa lalu lintas masing-masing terealisasi 99,47% dan 99,34%. 

Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan teknis bidang perhubungan berjalan 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

10) Bidang Komunikasi dan Informatika 

Belanja Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika TA 

2025 dialokasikan sebesar Rp8.654.727.891,00 dan direalisasikan sebesar 

Rp7.957.318.787,00 atau 91,94%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.23. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

41.270.000,00  41.235.606,00  99,92  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.707.532.565,00  3.236.546.718,00  87,30  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.699.700,00  5.699.700,00  100,00  

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.652.000,00  30.652.000,00  100,00  

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.213.500,00  96.197.950,00  99,98  

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

13.180.000,00  12.444.160,00  94,42  

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.041.000,00  63.328.029,00  79,12  

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

102.546.000,00  100.900.300,00  98,40  

9. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

1.633.409.350,00  1.554.583.816,00  95,17  

10. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.944.183.776,00  2.815.730.508,00  95,64  

Jumlah 8.654.727.891,00 7.957.318.787,00 91,94 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja digunakan untuk mendukung pelaksanaan program substantif urusan 

komunikasi dan informatika, yang meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik 

pemerintah daerah serta pengelolaan e-government di lingkungan pemerintah daerah. 

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik terealisasi sebesar 

Rp1.554.583.816,00 atau 95,17%, sedangkan program pengelolaan e-government 

terealisasi sebesar Rp2.815.730.508,00 atau 95,64%. Tingkat realisasi tersebut 

menunjukkan pelaksanaan fungsi komunikasi publik dan penguatan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Belanja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian TA 2025 dialokasikan sebesar 

Rp4.681.810.268,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.236.832.803,00 atau 90,50%, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel III.24. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

30.200.000,00  29.700.000,00  98,34  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.015.149.668,00  3.621.900.061,00  90,21  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.194.000,00  4.194.000,00  100,00  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.296.100,00  93.991.141,00  94,66  

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 235.700.000,00  193.917.511,00  82,27  

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

108.140.000,00  104.014.390,00  96,18  
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No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

7. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

3.373.500,00  3.358.700,00  99,56  

8. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

2.649.000,00  2.649.000,00  100,00  

9. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku 
Kepentingan 

183.108.000,00  183.108.000,00  100,00  

Jumlah 4.681.810.268,00 4.236.832.803,00 90,50 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan 

pengawasan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro. Program pemeriksaan dan 

pengawasan koperasi terealisasi sebesar Rp3.358.700,00 atau 99,56%, dan program 

penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam terealisasi sebesar Rp2.649.000,00 atau 

100,00%. Selain itu, program pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pendataan, 

kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan 

pemangku kepentingan terealisasi sebesar Rp183.108.000,00 atau 100,00%, 

menunjukkan pelaksanaan kegiatan substantif berjalan sesuai dengan perencanaan yang 

ditetapkan. 

12) Bidang Penanaman Modal 

Belanja Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja TA 2025 dialokasikan sebesar Rp6.684.022.950,00 dan 

direalisasikan sebesar Rp6.059.385.540,00 atau 90,65%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.25. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

16.984.400,00  16.983.500,00  99,99  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.487.197.100,00  4.910.926.717,00  89,50  

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.252.000,00  6.252.000,00  100,00  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 204.856.700,00  204.527.160,00  99,84  

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

321.258.000,00  320.603.000,00  99,80  

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416.368.800,00  374.308.967,00  89,90  

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

131.235.000,00  126.184.300,00  96,15  

8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang 
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

10.023.500,00  10.023.500,00  100,00  

9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 10.640.000,00  10.640.000,00  100,00  

10. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu 
Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

48.844.450,00  48.719.396,00  99,74  

11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

30.363.000,00  30.217.000,00  99,52  

Jumlah 6.684.022.950,00 6.059.385.540,00 90,65 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja difokuskan pada pelaksanaan fungsi fasilitasi, pelayanan, dan 

pengendalian penanaman modal daerah. Program penetapan pemberian fasilitas dan/atau 

insentif penanaman modal terealisasi sebesar Rp10.023.500,00 atau 100,00%, serta 

program pembuatan peta potensi investasi terealisasi sebesar Rp10.640.000,00 atau 

100,00%. Selanjutnya, program pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu 
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pintu di bidang penanaman modal terealisasi sebesar Rp48.719.396,00 atau 99,74%, dan 

program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terealisasi sebesar 

Rp30.217.000,00 atau 99,52%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan pelaksanaan 

kegiatan substantif penanaman modal berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

 

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

TA 2025 dialokasikan sebesar Rp6.921.933.449,00 dan direalisasikan sebesar 

Rp6.807.559.173,00 atau 98,35%., dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III.26. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 

 (dalam rupiah) 

No. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) (%) 

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda 
dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor 
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

55.012.500,00  48.687.100,00  88,50  

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

72.043.500,00  70.824.500,00  98,31  

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada 
Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

5.248.120.949,00  5.198.475.320,00  99,05  

4. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

536.749.000,00  510.599.053,00  95,13  

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat 
Daerah Provinsi 

784.490.500,00  783.386.000,00  99,86  

6. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 25.517.000,00  18.692.000,00  73,25  

7. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 200.000.000,00  176.895.200,00  88,45  

Jumlah 6.921.933.449,00 6.807.559.173,00 98,35 

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin 

Realisasi belanja digunakan untuk mendukung pengembangan kepemudaan serta 

pembinaan dan pengembangan olahraga. Program pembinaan dan pengembangan 

olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah terealisasi 

sebesar Rp5.198.475.320,00 atau 99,05%, dan program pembinaan serta pengembangan 

olahraga prestasi terealisasi sebesar Rp783.386.000,00 atau 99,86%. Selain itu, program 

penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah terealisasi sebesar Rp510.599.053,00 

atau 95,13%, sedangkan program kepemudaan dan organisasi kepemudaan terealisasi 

pada kisaran 73,25%–98,31% sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan 

sepanjang tahun anggaran. 

 

14) Bidang Statistik 

Belanja Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2025 dialokasikan 

sebesar Rp12.503.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.490.500,00 atau 99,90%, 

seluruhnya pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

15) Bidang Persandian 

Belanja Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2025 dialokasikan 

sebesar Rp7.079.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.079.000,00 atau 100,00%, 

seluruhnya pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

 




